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Skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Antara Peraturan Perundang-
undangan di Indonesia dan Hukum Islam Mengenai Hak-hak Anak dalam 
Keluarga” ini merupakan penelitian untuk menjawab pertanyaan tentang 
bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia  dan hukum 
Islam mengenai hak-hak anak dalam keluarga, bagaimana persamaan dan 
perbedaan serta analisis perbandingan yang terdapat di antara dua hukum 
tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Teknik 
pengumpulan data yang dipakai adalah dengan mengumpulkan dan membaca 
dokumen-dokumen dan data yang relevan dari sumber data primer kemudian 
ditunjang dengan sumber data sekunder. Kemudian data yang dikumpulkan 
diolah dengan cara editing, organizing, coding dan analyzing. Setelah itu  
dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif dengan metode deskriptif dan 
komparatif analisis.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai hak anak 
dalam keluarga di dalam hukum positif diatur secara jelas, komprehensif dan 
terperinci. Adapun dalam hukum Islam juga diurai dengan rinci dan jelas, namun 
pengaturan mengenai hak-hak anak terpecah pada bidang-bidang tertentu. 
Terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut. Salah satu 
contoh persamaannya ialah seperti tujuan utama dari diterapkannya hak-hak anak 
yakni untuk kepentingan terbaik anak, kewajiban orang tua dalam memberikan 
pemeliharaan ekonomi terhadap anak dan juga larangan untuk memaksa anaknya 
agar masuk ke dalam agama tertentu. Adapun perbedaannya adalah sebagaimana 
hukum positif yang mendefinisikan anak lebih kepada aspek batasan usia, 
sedangkan hukum Islam mencakup aspek lain, yakni haid dan ih{tila<m. Demikian 
juga pada aspek hak pendidikan terhadap anak, hukum positif mengatur bahwa 
hak pendidikan tidak boleh dilakukan dengan kekerasan, sedangkan dalam hukum 
Islam menyatakan boleh bersyarat. Adapun dalam hak pemeliharaan ekonomi 
anak, hukum positif memerintahkan secara jelas bahwa orang tua wajib 
memberikan hak ekonomi anak sesuai kemampuannya, sedangkan dalam Islam 
juga terdapat perbedaan pendapat, hal ini disebabkan anak dibagi menjadi 
klasifikasi-klasifikasi tertentu, seperti kaya, miskin, mampu bekerja dan tidak 
mampu bekerja. Dari kedua ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa 
nilai-nilai yang terkandung dalam hukum positif mengacu pada kepentingan 
terbaik anak dan pada penghormatan hak kebebasan individu anak, sedangkan 
dalam hukum Islam mengacu pada kepentingan terbaik anak di alam akhirat 
sebagai tujuan utama. 
Sejalan dengan uraian di atas, maka: pertama, hukum positif seharusnya 
dapat mengacu pada nilai-nilai yang terdapat dalam hukum Islam dengan tidak 
terlalu memprioritaskan kebebasan individu anak sebagai pacuan; kedua, peneliti 
di bidang hukum Islam seharusnya juga bisa melakukan istinba<th hukum melalui 
penyesuaian dengan keadaan di zaman sekarang, karena berubahnya hukum bisa 
disebabkan oleh berubahnya zaman dan tempat.  




































         Halaman 
SAMPUL DALAM ....................................................................................................  i 
PERNYATAAN KEASLIAN..................................................................................... ii 
PERNYATAAN KEASLIAN.................................................................................... iii 
PENGESAHAN........................... ............................................................................. iv 
PERSETUJUAN PUBLIKASI ................................................................................... v 
ABSTRAK ................................................................................................................  vi 
DAFTAR ISI ............................................................................................................ vii 
DAFTAR TABEL .....................................................................................................  x 
 
BAB I    PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang .................................................................................. 1 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah ..................................................... 7 
C. Rumusan Masalah ............................................................................. 8 
D. Kajian Pustaka .................................................................................. 9 
E. Tujuan Penelitian ............................................................................ 10 
F. Kegunaan Hasil Penelitian ............................................................. 11 
G. Definisi Operasional ....................................................................... 12 
H. Metode Penelitian ........................................................................... 15 
I. Sistematika Pembahasan ................................................................ 21 
 
BAB II  DESKRIPSI HAK-HAK ANAK DAN PRINSIP PERLINDUNGAN 
ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM 
 
A. Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam 
1. Pengertian Anak dalam Hukum Positif di Indonesia .............. 23 
2. Pengertian Anak dalam Hukum Islam ..................................... 28 
B. Hak Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Islam 
1. Pengertian Hak Anak dalam Hukum Positif di Indonesia ...... 34 



































2. Pengertian Hak Anak dalam Hukum Islam ............................. 36 
C. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak dalam Hukum Positif dan 
Hukum Islam  
1. Prinsip  Perlindungan Anak dalam Hukum Positif ................. 39 
2. Prinsip Perlindungan Anak dalam Hukum Positif .................. 45 
 
BAB III  HAK ANAK DALAM ASPEK MEMPEROLEH PENDIDIKAN, 
PEMELIHARAAN EKONOMI DAN DALAM BERAGAMA   
A.    Hak Pemenuhan Pendidikan Anak dalam Keluarga 
1. Hak Pemenuhan Pendidikan Anak dalam Hukum Positif 
a. Kewajiban Orang Tua dalam Mendidik Anak ................. 51 
b. Prinsip dan Bentuk Pendidikan Terhadap Anak .............. 55 
2. Hak Pemenuhan Pendidikan Anak dalam Hukum Islam 
a. Kewajiban Orang Tua dalam Mendidik Anak ................. 60 
b. Bentuk Pendidikan Anak dalam Keluarga ....................... 63 
 
B.    Hak Pemeliharaan Ekonomi Anak dalam Keluarga 
1.   Hak Pemeliharaan Ekonomi Anak dalam Hukum Positif 
a. Kewajiban Orang Tua dalam Memenuhi Kebutuhan 
Ekonomi Anak\ .................................................................. 68 
b. Batas Pemeliharaan Ekonomi Orang Tua Terhadap Anak 
........................................................................................... 73 
c. Besaran Materi Pemeliharaan Ekonomi ........................... 75 
d. Pemenuhan Ekonomi Anak Pasca Cerai .......................... 76 
e. Ancaman Terhadap Penelantaran Hak Pemeliharaan 
Ekonomi Anak .................................................................. 79 
2.   Hak Pemeliharaan Ekonomi Anak dalm Hukum Islam 
a. Kewajiban Orang Tua dalam Memenuhi Kebutuhan 
Ekonomi Anak .................................................................. 79 
b. Nafkah Terhadap Seorang Anak ...................................... 83 



































c. Batasan Usia Pemeliharaan Ekonomi Anak .................... 85 
d. Besaran Materi Pemeliharaan Ekonomi Anak ................. 86 
e. Hak Pemeliharaan Ekonomi Pasca Cerai ......................... 87 
f. Ancaman Terhadap Penelantaran Hak Pemeliharaan 
Ekonomi Anak .................................................................. 90 
 
C.    Hak Anak dalam Beragama 
1.  Hak Anak beragama anak dalam Hukum Positif 
a. Hak Beragama Bagi Seorang Anak .................................... 92 
b. Kebebasan Anak dalam Memilih Agama ........................... 94 
c. Ancaman atas Pelaku Pemaksaan Agama terhadap Anak ..97 
2.   Hak Pemeliharaan Ekonomi Anak dalam Hukum Islam 
a. Kewajiban Orang Tua Mengajarkan Anaknya Tentang Islam 
............................................................................................. 98 
b. Pemaksaan Terhadap Agama Anak .................................. 100 
 
BAB IV       ANALISIS KOMPARATIF MENGENAI HAK-HAK ANAK DALAM 
KELUARGA   
A. Analisis Komparatif Mengenai Deskripsi Anak dan Prinsip 
Perlindngan Anak.........................................................................108 
B. Analisis Komparatif Mengenai Hak Pemenuhan Pendidikan 
Anak.............................................................................................117 
C. Analisis Komparatif Mengenai Hak Pemeliharaan Ekonomi Anak 
......................................................................................................120 
D. Analisis Komparatif Mengenai Hak Beragama Anak.................128 
 
BAB V  PENUTUP 
A. Kesimpulan ................................................................................. 131 
B. Saran ........................................................................................... 132 





































Tabel                      Halaman 
4.1 Batas usia dewasa untuk laki-laki dalam Islam   109 
4.2 Batas usia dewasa untuk perempuan dalam Islam   110 
4.3 Ketentuan mengenai hak pemeliharaan anak bagi laki-laki  117 
4.4 Ketentuan mengenai hak pemeliharaan anak bagi perempuan 117 
 
 






































A. Latar Belakang 
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di pasal 1 
menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.  
Islam adalah satu-satunya agama yang memberikan perhatian khusus 
terhadap anak-anak bahkan sejak mereka belum dilahirkan, hal ini berdasar pada 
hadis Nabi yang menganjurkan agar umatnya memilih suami atau istri 
berdasarkan kriteria agama dan akhlak, sehingga diharapkan mendapatkan anak 
yang berakhlak pula. Islam juga sangat menjaga hak-hak anak dalam keluarga, 
sehingga orang tua sangat dianjurkan untuk memberikan nama yang baik 
terhadap anaknya, melakukan akikah, menyusuinya dengan baik, demikian juga 
mengajarkan agama dan akhlak dengan baik. Bahkan Rasulullah Saw sebagai 
panutan umat Islam mengajarkan bagaimana memenuhi hak-hak seorang anak 
dengan menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah Saw, putri dari Abu< 
Al-Ash ibn Ra<bi’, ketika beliau sedang mengerjakan sholat. Jika berdiri beliau 
menggendongnya, dan jika mau sujud beliau meletakkanya. Dalam sebuah 



































riwayat yang dituturkan oleh Muslim bahkan menyebutkan bahwa Rasulullah 
menggendong cucu beliau di pundaknya.
1
 
Anak-anak hari ini adalah orang dewasa di masa yang akan datang. 
Mereka akan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang cukup besar 
sebagaimana layaknya orang dewasa pada umumnya. Bagaimana keadaan orang 
dewasa di masa yang akan datang sangat tergantung kepada sikap dan 
penerimaan serta perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya saat ini. Maka 
sudah seyogyanya orang tua harus merawat anak dan memberikan hak-haknya 




Ada beberapa pemahaman yang berkaitan dengan hak dan kewajiban 
masing-masing yang harus disadari dan direalisasikan, baik oleh orang tua 
ataupun anak, sehingga hubungan timbal balik diantara keduanya menjadi 
semakin baik dan akan tetap harmonis sepanjang masa. Realisasi hak dan 
kewajiban diantara keduanya ini merupakan langkah utama agar tujuan dan 
esensi berkeluarga sebagai kunci untuk menunjang kualitas kehidupan yang lebih 
baik dapat tercapai. 
Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma 
hukum tertinggi juga telah menggariskan dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa: 
“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta 
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan 
                                                          
1
 Sayyid Ahmad Al-Musayyar, terj. Habiburahim, Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah 
Tangga (Surabaya: Erlangga, 2008), 161-162. 
2
 Hasan Basri, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Agama  (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 
1995),  85.  



































dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang konstitusi, maka bisa diartikan 
kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus 
dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Bahkan 
dalam Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ada Pasal 
yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk memang sangat 
menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap 
pelanggaran hak asasi manusia.
 3
 
Berdasarkan data United Nations Children’s Fund (UNICEF) tahun 
2015, 40 persen anak berusia 3-15 telah melaporkan pernah diserang secara fisik 
sedikitnya satu kali dalam sehari. 26 persen melaporkan pernah mendapat 
hukuman fisik dari orang tua atau pengasuh di rumah. 50 persen mengaku pernah 
dibully di sekolah. 45 persen perempuan dan anak perempuan di Indonesia 




Hak-hak anak di Indonesia saat ini diatur secara khusus dalam Undang-
undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 
1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam Pasal 1 butir 12 
Undang-undang Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan 
bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, 
                                                          
3
Nasir Jamil, Anak bukan Untuk Dihukum  (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 12. 
4
Unicef Indonesia, Kekerasan Terhadap Anak: Kini Saatnya bertindak.  
http://www.unicef.org/indonesia/id/media_24996.html,  Diakses pada 20 November 2015.  



































dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan 
negara. 
Convention on The Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak) 
Tahun 1989 sebagai ikatan hukum internasional antar negara yang disepakati 
pada 20 November 1989 yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 
36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak menyatakan bahwa 
hak-hak anak secara umum dibagi dalam 4 (empat) kategori, antara lain: 
1. Hak untuk kelangsungan hidup (The Right to Survival); 
2. Hak terhadap perlindungan (Protection Rights); 
3. Hak untuk tumbuh kembang (Development Rights); 
4. Hak untuk berpartisipasi (Paticipation Rights). 
Keempat hak secara umum ini merupakan komponen internasional berisi hak-hak 
yang harus diberikan terhadap seorang anak.
5
 
Sedangkan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum 
internasional sebagaimana diatur juga dalam Pasal 2 Undang-undang No. 35 
Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2003 
mengenai Perlindungan Anak adalah:
6
 
1. Prinsip Nondiskriminasi; 
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Best Interest of The Child); 
3. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (The Right to 
Life, Survival and development); 
                                                          
5
 Nasir Jamil, Anak bukan Untuk ..., 14-20. 
6
 Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan 
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 41. 



































4. Prinsip Penghargaan terhadap pendapat anak (Respect for The Views of 
The Child). 
Dari beberapa ketentuan mengenai hak-hak anak secara umum dan prinsipil 
diatas, dapat dikatakan bahwa anak juga mempunyai hak utuh yang harus 
diimplementasikan, khususnya di bidang pemenuhan pendidikan, penghargaan 
terhadap pendapat dan keyakinan beragama, dan pemeliharaan ekonomi. Hal ini 
harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.  
Sebenarnya konsep perlindungan anak seperti ini sudah dijelaskan 
dalam Islam sejak 14 abad yang lalu, meskipun Islam menjelaskan dengan pola 
dan detail yang berbeda. Hal ini tertera dalam Al-Qur’an Surat Al-An’a<m Ayat 
151: 
                           
Artinya:  “Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, 
Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka.”7 
 
Demikian juga hak-hak seorang anak sebagaimana ayat di atas juga 
secara jelas diingatkan oleh Nabi dalam hadis yang diceritakan oleh Ibnu Umar, 
Nabi bersabda: 
[  ْمِلْسُم ُهاَوَر ] ا ًّقَح َكْيَلَع َكِدَلَوِل َّنِاَو ..... 
Artinya: “Dan terhadap anakmu juga mempunyai hak {(diceritakan oleh Muslim)8 
Pada awalnya hadis tersebut menceritakan tentang seorang sahabat 
yang mengaku beribadah siang dan malam, pada akhirnya Nabi memberikan 
                                                          
7
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an & Tafsirnya, Jilid 3..., 268. 
8
 Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj, Shohih Muslim Juz I, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-lmiyah, 
1971), 479. 



































teguran bahwa ada hal lain yang seharusnya juga tidak dilupakan, Nabi 
mengingatkan bahwa istrinya juga mempunyai hak, jasadnya mempunyai hak dan 
anaknya juga mempunyai hak. 
Hak untuk memperoleh pendidikan dan pemeliharaan ekonomi bagi 
seorang anak juga secara eksplisit dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, yakni tertera di Pasal 45: 
1) Kedua orang tua wajib memelihara dan menddidik anak-anak mereka 
sebaik-baiknya. 
2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku 
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku 
terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. 
Adapun dalam Islam, meskipun tidak secara langsung dijabarkan 
mengenai hak-hak pendidikan bagi seorang anak, namun dalam Al-Qur’an Surat 
At-Tahri<m Ayat 6 berbunyi: 
                             
                          
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 
terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan.”9 
Agar supaya pengembangan kepribadian anak menjadi lebih baik 
sehingga dapat bermanfaat untuk pribadi, bangsa dan negara di masa depan, 
                                                          
9
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an & Tafsirnya, Jilid 10..., 203. 



































maka hak-hak anak dalam keluarga sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan 
kepentingan terbaik anak harus diimplementasikan, khususnya di bidang hak 
memperoleh pendidikan, haknya dalam beragama dan hak pemeliharaan ekonomi. 
Untuk itu perlu adanya peraturan perundang-undangan yang efektif dan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat, baik disesuaikan dengan pertimbangan sosial 
berdasarkan kebiasaan di Indonesia, atau dikomparasikan dengan beberapa 
ketentuan hukum yang lain, baik hukum Islam atau ikatan hukum internasional. 
Dari beberapa  ulasan diatas, maka disini penulis berniat untuk melakukan 
penelitian dengan Judul: “Studi Komparasi antara Peraturan Perundang-
undangan di Indonesia dan Hukum Islam Mengenai Hak-Hak Anak Dalam 
Keluarga”.  
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Sebagaimana yang dikatakan oleh I Made Pasek Diantha, salah satu 
cara untuk mendapatkan isu hukum sebagai sumber permasalahan dapat dilihat 
dalam berbagai peristiwa hukum atau dalam naskah bahan hukum primer ataupun 
sekunder
10
. Setelah beberapa upaya telaah yang penulis lakukan, demikian juga 
berdasar latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 
mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 
1. Ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan 
dengan hak-hak anak dalam keluarga, khususnya dalam aspek hak 
                                                          
10
 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Kencana, 2016), 116. 



































pemenuhan pendidikan anak, hak pemeliharaan ekonomi dan hak dalam 
beragama. 
2. Ketentuan Hukum Islam mengenai hak-hak anak dalam keluarga, baik 
berupa dalil-dalil Al-Qur’an, Al-Hadith<, dan pendapat para ulama mengenai 
hak-hak anak dalam keluarga, mengenai aspek sebagaimana disebutkan di 
atas. 
3. Perbandingan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam 
mengenai hak-hak anak dalam keluarga, mengenai aspek sebagaimana 
disebutkan di atas. 
4. Persamaan dan perbedaan peraturan perundang-undangan di Indonesia 
dengan hukum Islam mengenai hak anak dalam keluarga, dalam aspek 
sebagaiaman disebutkan di atas. 
Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, dengan tujuan supaya 
lebih mudah dipahami, maka penulis hanya membatasi pada fokus permasalahan 
yang akan diteliti. Permasalahan tersebut adalah: 
1. Mengkaji lebih lanjut mengenai komparasi beberapa perundang-undangan di 
Indonesia dan hukum Islam mengenai ketentuan hak-hak anak dalam 
keluarga, khususnya dalam aspek hak pemenuhan pendidikan, hak 
pemeliharaan ekonomi hak dalam beragama. 
2. Mengetahui perbedaan dan persamaan ketentuan-ketentuan perundangan-
undangan di Indonesia dan hukum Islam dan melakukan kajian analisis 
perbandingan mengenai ketentuan-ketentuan tersebut. 
 



































C. Rumusan Masalah 
Perumusan masalah merupakan spesifikasi dan sistematisasi dari 
rumusan judul. Spesifikasi mempunyai arti suatu rumusan permasalahan yang 
dimaksudkan peneliti supaya fokus pada subtansi isu hukum yang ingin dibahas. 
Sistematisasi artinya setiap masalah haruslah berkaitan secara sistematis
11
. 
Berdasarkan yang telah penulis paparkan, maka penulis merumusukan penelitian 
ini sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia  dan 
hukum Islam mengenai hak-hak anak dalam keluarga?  
2. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan ketentuan perundang-undangan di 
Indonesia dan hukum Islam mengenai hak-hak anak dalam keluarga? 
3. Bagaimana analisis perbandingan ketentuan perundang-undangan di 
Indonesia dan Hukum Islam mengenai hak-hak anak dalam keluarga? 
 
D. Kajian Pustaka 
Agar hasil penelitian ini benar-benar bisa dianggap original, bukan 
duplikasi dan bukan plagiarisme, maka kiranya sangat perlu bagi penulis untuk 
memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memeliki keterkaitan dengan 
penelitian penulis yang berjudul “Studi Komparasi antara Peraturan Perundang-
undangan di Indonesia dan Hukum Islam Mengenai Hak-Hak Anak Dalam 
Keluarga”. Beberapa penelitian sebelumnya ialah sebagai berikut: 
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 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum..., 127-128. 



































1. Penelitian yang dilakukan oleh Tian Puspita Sari, Mahasiswa Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan Nomor Induk 
Mahasiswa C. 100.060.106 yang berjudul  “Sinkronisasi Hak Anak dalam 
Hukum Positif Indonesia” (Kajian Tentang Sinkronisasi Hak Anak Sebagai 
Pelaku Kejahatan).
12
 Dari ketentuan-ketentuan yang dikemukakan, 
penelitian tersebut lebih mengacu terhadap sinkronisasi perundang-undangan 
di Indonesia mengenai hak anak ketika berposisi sebagai pelaku kejahatan. 
2. Penelitian oleh Jhon Dirk Pasalbessy yang bertajuk “Implementasi Hak-Hak 
Anak di Indonesia (Kajian Terhadap Usaha Perlindungan Korban Kekerasan 
Selama Konflik di Maluku).
13
 Penelitian yang dilakukan mahasiswa 
Universitas Pattimura tersebut lebih cenderung fokus pada jawaban dari 
pertanyaan sudah seberapa besar impelementasi hak-hak anak di Indonesia 
khususnya yang menjadi korban kekerasan di Maluku.  
Dari uraian beberapa penelitian sebelumnya sebagaimana yang 
disebutkan diatas, dapat penulis sampaikan bahwa penelitian yang penulis teliti 
bukanlah hasil duplikasi ataupun plagiasi karena pokok permasalahan dan tujuan 
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 Tian Puspita Sari, Sinkronisasi Hak-hak Anak dalam Hukum Positif Indonesia (Kajian Tentang 
Sinkronisasi Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan), (Skripsi-Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2010), i. 
13
Universitas Pattimura Fakultas Hukum, https://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/352-
implementasi-hak-hak-anak-di-indonesia-kajian-terhadap-usaha-perlindungan-anak-korban-
kekerasan-selama-konflik-di-maluku. Diakses pada 27 April 2015. 



































E. Tujuan Penelitian  
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa tujuan 
dari penelitian perbandingan hukum adalah untuk memberikan pengetahuan 
mengenai perbedaan dan persamaan berbagai bidang tata hukum, sehingga hal ini 
akan memudahkan unifikasi, kepastian dan penyederhanaan hukum yang akan 




Penlitian yang penulis teliti mempunyai tujuan subjektif dan objektif. 
Antara lain: 
1. Tujuan objektif  
a. Untuk megetahui dan memahami ketentuan hukum positif di Indonesia 
dan hukum Islam mengenai hak-hak anak dalam keluarga.  
b. Untuk mengetahui komparasi dan analisis perbandingan di antara kedua 
ketentuan hukum tersebut mengenai hak-hak anak dalam keluarga. 
2. Tujuan Subjektif  
a. Untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan penulis tentang aturan 
hukum positif ataupun hukum Islam yang berkaitan dengan hak-hak anak  
dalam keluarga. 
b. Melengkapi syarat-syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di bidang 
Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 
Sunan Ampel Surabaya.  
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, UI Press 1986 ), 263. 



































F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Penelitian yang penulis teliti ini mempunyai beberapa kegunaan 
nantinya. Hal tersebut mencakup kegunaan teoritis ataupun praktis.  
1.  Secara teoritis 
a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dan gambaran 
pemikiran dalam masalah hak-hak anak dalam keluarga untuk 
pengembangan kualitas hidup anak yang lebih baik. 
b. Memberikan tambahan wawasan dan informasi yang bisa digunakan 
sebagai referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya 
yang berkaitan dengan hak-hak anak dalam keluarga. 
2. Secara praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan terhadap pihak 
terkait, baik kalangan praktisi ataupun akademisi untuk menunjang 
regulasi mengenai hak-hak anak menjadi lebih serasi dan lebih baik lagi. 
b. Memberikan sumbangsih pengetahun secara komparatif mengenai 
perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam yang berkaitan 
dengan hak-hak anak dalam keluarga sehingga ke depan diharap ada 
jalan terbaik untuk pengembangan kualitas hidup anak di Indonesia.   
 
G. Definisi Operasional 
Penelitian ini ditulis dengan judul “Studi Komparasi antara Peraturan 
Perundang-undangan di Indonesia dan Hukum Islam Mengenai Hak-Hak Anak 
Dalam Keluarga”. Agar supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami 



































penelitian ini, maka kiranya penulis perlu untuk menjelaskan pengertian judul 
tersebut. 
1. Komparasi dalam aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan 
dan dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah 
perbandingan; atau perihal membandingkan. Dengan ditambahkannya kata 
studi didepannya, ini berarti mempunyai makna penelitian atau kajian ilmiah 
yang sifatnya membandingkan antar beberapa unsur. Sedangkan dalam 
penelitian ini, yang penulis maksudkan adalah telaah ilmiah yang 
membandingkan antara perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam 
dengan obyek hak-hak anak dalam keluarga.   
2. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia disebutkan dalam ketentuan 
umum Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum 
yang mengikat secara umum dan dibentuk atau diterapkan oleh lembaga 
negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan. Yang dimaksudkan perundang-undangan 
disini ialah meliputi beberapa ketentuan perundangan-undangan yang 
mempunyai relevansi dengan hak-hak anak dalam keluarga, khususnya 
berkaitan dengan aspek hak pendidikan dan hak beragama seoarang anak. 
Seperti Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas No. 23 
Tahun 2003 tentang perlindungan anak, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 



































Manusia, Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi dan beberapa 
perundang-undangan yang lain.  
3. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian sumber tata 
tertib dari agama Islam
15
. Dalam penelitian ini hukum Islam yang penulis 
maksud lebih kepada ketentuan daripada dalil-dalil Al-Qur’an, Al-Hadith<, 
dan pendapat para ulama mengenai hak-hak anak dalam keluarga, dalam 
aspek sebagaimana disebutkan di atas. 
4. Hak-Hak Anak Dalam Keluarga sebagaimana yang tertera dalam ketentuan 
umum Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas No. 23 
Tahun 2003 tentang perlindungan anak bahwa hak anak adalah bagian dari 
hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang 
tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Sedangkan yang penulis 
maksud dengan hak anak dalam keluarga disini ialah lebih difokuskan 
terhadap permasalahan hak anak di bidang pendidikan dalam keluarga, 
haknya dalam beragama dan hak pemeliharaan ekonomi. 
5. Anak sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Undang-undang No. 
35 Tahun 2014 tentang perubahan atas No. 23 Tahun 2003 tentang 
Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk 
anak yang masih dalam kandungan. Demikian juga sebagaimana dalam Islam, 
anak adalah seseorang yang belum mencapai tahap ba<ligh, sehingga dia 
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 Taufiqur Rahman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro Kontra 
Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Kencana, 2013), 31. 



































belum mendapatkan mandat untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang 
diembankan oleh hukum syara’16. 
 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta seni yang berangkat dari pengertian sebagai 
logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan 
terakhir sebagai sistem suatu prosedur dan teknik penelitian.
17
 Metode penelitian 
disini mencakup:  
1. Data yang dikumpulkan 
Adapun data yang perlu dikumpulkan penulis dalam penelitian ini 
ialah sebagai beikut: 
a. Perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan hak anak dalam 
keluarga; 
b. Hukum Islam baik berupa ketentuan Al-Qur’an, Al-Hadi<th dan pendapat 
ulama; 
c. Data pendukung yang berkaitan dengan hak-hak anak dalam keluarga 
berupa referensi dari dokumen resmi atau buku-buku terkait.  
2. Jenis penelitian  
Penelitian perbandingan hukum adalah suatu penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan Undang-undang suatu 
negara dengan Undang-undang dari satu atau lebih negara lainnya. Dalam 
                                                          
16
 Ningrum Puji Lestari, Hukum Islam, (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005) , 25. 
17
 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum  (Jakarta: Sinar Garafika, 2016), 17. 



































penelitian tersebut yang dibandingkan adalah unsur-unsur system sebagai 
titik tolak perbandingan, yang mencakup: Pertama: struktur hukum yang 
meliputi lembaga-lembaga hukum, kedua: subtansi hukum yang meliputi 
perangkat kaidah atau perilaku teratur, ketiga: budaya hukum yang 
mencakup budaya-budaya yang dianut. Ketiga unsur tersebut, dapat 
dibandingkan masing-masing satu sama lainnya, atau secara kumulatif baik 
berupa persamaan ataupun tentang perbedaan.
18
  
Sedangkan penelitian yang akan digunakan penulis adalah 




1. Penelitian terhadap asas-asas hukum; 
2. Penelitian terhadap sistematik hukum;  
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum baik vertikal ataupun 
horisontal; 
4. Perbandingan hukum; 
5. Sejarah hukum. 
Sifat penelitian ini adalah gabungan dari deskriptif dan preskriptif. 
Penelitian deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang digunakan 
dengan menggambarkan atau memberikan deskripsi mengenai fakta tentang 
subjek dan objek penelitian.
20
 Sedangkan penelitian preskriptif adalah salah 
satu sifat peneltian yang bertujuan untuk menemukan aturan, prinsip dan 
                                                          
18
 Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 
(Jakarta: Rajawali Pers, 1990), 101.  
19
 Ibid., 14. 
20
 Soerjono dan Abdulrahman, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: RinekaJ Cipta, 2003), 23. 



































doktrin hukum agar bisa menjawab isu hukum yang dihadapi, sehingga 
penelitian ini dapat menemukan argumentasi, konsep dan ide baru yang bisa 
dijadikan preskripsi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
21
 
3. Sumber data 
Berdasarkan jenis penelitian yang penulis paparkan sebelumnya, 
maka sumber penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder.  
a. Data primer 
Data primer merupakan data inti dari sebuah penelitian yang 
mana data tersebut diambil langsung dari sumbernya”.22 Dalam 
penelitian ini, sumber data yang penulis uraikan adalah berasal dari: 
1) Al-Qur’an; 
2) Al-Hadis; 
3) UUD Republik Indonesia 194;  
4) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; 
5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 
6) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 
7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 
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 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 
22. 
22
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 
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8) Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi 
Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN-
PESKA); 
9) Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan 
Konvensi Hak-Hak Anak; 
10) Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum  
Islam. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah semua publikasi yang merupakan 
penunjang data sekunder.
23
 Dalam penelitian ini data sekunder yang 
dipakai ialah berasal dari referensi terkait, baik berupa buku-buku, 
artikel, jurnal ilmiah dan lain-lain seperti: 
1. Wahyudi, Hukum Perlindungan Anak 
2. Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak 
3. Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak 
4. Fahcruddin Muchtar, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia 
5. Nasir Jamil, Anak Bukan untuk dihukum 
6. Sugeng Istanto, Hukum Internasional 
7. Irma Setyowati Sumitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak 
8. Muhammad Joni, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam 
Perspektif Konvensi Hak Anak 
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 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106. 



































9. Taufiqur Rahman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan 
Indonesia: Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan 
Mahkamah Konstitusi 
10. Ningrum Puji Lestari, Hukum Islam 
4. Teknik pengumpulan data 
Mengumpulkan data merupakan salah satu hal yang sifatnya 
sangat urgen dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
teknik dokumentasi, yakni mencoba mengumpulkan sebanyak mungkin 
dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan hak-hak anak dalam 
keluarga, berupa data primer kemudian untuk memperjelasnya penulis 
akan menambahkannya dengan data sekunder.  
5. Teknis pengolahan data 
Setelah data selesai dikumpulkan, kemudian langkah 
selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data yang akan dilakukan 
penulis disini adalah sebagai berikut: 
a. Editing, adalah melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah 
dikumpulkan, kemudian diseleksi kembali berdasarkan relevenasinya 
dengan permasalahan yang diangkat.
24 Dalam hal ini penulis akan 
melakukan pemeriksaan kembali terhadap setiap ketentuan Undang-
undang ataupun data pendukung lainnya dan mencari data lain yang 
mempunyai relevansi kuat mengenai permasalah yang diangkat, yakni  
                                                          
24
 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 
91. 



































mengenai komparasi hak-hak anak dalam keluarga dan akibatnya 
terhadap pengembangan kualitas hidupnya. 
b. Organizing adalah melakukan penyusunan kembali terhadap data-data 
yang diperoleh sehingga mendapatkan deskripsi yang jelas mengenai 
permasalahan yang diambil. Artinya penulis melakukan penyusunan 
ulang secara sistematis terhadap data-data yang telah diperiksa, 
kemudian akan penulis kualifikasikan berdasarakan sub pokok 
permasalahan, sehingga bisa lebih mudah menemukan disharmoni 
hukum serta akibatnya terhadap pengembangan kualitas hidup anak. 
c. Coding, yakni dengan malakukan klarifikasi dan memeriksa data yang 
mempunyai relevansi dengan penelitian, 
d. Analyzing, yakni  menganalisa hasil daripada editing dan organizing 
data yang telah didapatkan dari sumber-sumber dengan menggunakan 
teori dan materi dari sumber hukum yang ada.  
6. Teknik analisis data 
Analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-
tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa.
25
 Teknis Analisa data yang 
dipakai penulis dalam penelitian ini adalah: 
a. Pola pikir deduktif. Deduktif adalah menarik kesimpulan dari yang 
bersifat umum menjadi khusus. Mulanya penulis akan mengurai 
mengenai berbagai macam perundang-undangan mengenai hak-hak 
                                                          
25
 Burhan As-Shofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 66. 



































anak, kemudian akan dilanjutkan dengan komparasi hukum secara 
khusus. 
b. Teknik analisis deskriptif. Bahan hukum yang telah didapat penulis, 
kemudian diolah dan dianalisa dalam bentuk interpretasi dengan cara 
menafsirkan bahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan hak-hak anak dalam keluarga baik secara vertikal dan 
horisontal dalam hukum positif di Indonesia maupun hukum Islam. 
Selanjutnya bahan hukum tersebut akan penulis ambil sebagai bahan 
deskripsi untuk dilakukan perbandingan antar satu dan yang lain.
26
 
c. Teknik komparatif, yakni dengan membandingkan dan mencari 
persamaan dan perbedaan antara perundang-undangan yang satu 
dengan undang-undang yang lain. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan adalah uraian logis yang ditulis dalam bentuk 
essay untuk menggambarakan struktur kepenulisan skripsi.27 Dalam penelitian 
ini, penulis akan merumuskannya menjadi lima bab. 
Bab satu berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi 
dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, 
kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penlitian dan sistematika 
pembahasan. 
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 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian..., 152. 
27
 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi 
(Surabaya: UINSA Press, 2014), 8. 



































Bab kedua, berisi kerangka yang memuat tentang pengertian anak, 
pengertian hak anak dalam keluarga baik dalam perspektif hukum positif dan 
hukum Islam, prinsip-prinsip perlindungan anak, dan sumber hukum positif di 
Indonesia dan hukum Islam mengenai hak-hak anak dalam keluarga.  
Bab ketiga, yakni berisi tinjauan umum berupa Pasal-pasal yang 
memuat aturan mengenai hak-hak anak dalam hukum positif dan hukum Islam, 
jenis-jenis hak baik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ataupun 
hukum Islam. 
Bab keempat, merupakan bab analisis mencakup hasil analisa dari 
penelitian yang penulis paparkan dalam karya tulis ini. Hasil tersebut memuat 
ketentuan komparasi Pasal dalam peraturan perundang-undangan baik hukum 
positif ataupun hukum Islam mengenai hak-hak anak dalam keluarga, selain itu 
penulis akan melakukan analisis perbandingan mengenai ketentuan-ketentuan 
tersebut. 
Bab kelima adalah penutup yang berisi hasil kesimpulan dari 
penelitian, demikian juga saran dan rekomendasi. 
 




































DESKRIPSI HAK ANAK DAN PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK 
DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM 
 
A. Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam  
1. Pengertian Anak dalam Hukum Positif di Indonesia  
Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber 
daya manusia yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang 
memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga 
memerlukan pembinaan dan perlidungan khusus untuk menjamin pertumbuhan 
dan perkembangan fisik, mental dam sosial mereka.
28
 Dalam perspektif umum, 
anak merupakan keturunan manusia yang masih kecil yang dilahirkan karena 
hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan.
29
 
R.A. Koesnon sebagaimana dikutip oleh Abintoro Prakoso 
mengemukakan bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda 




Kartini Kartono memberikan pengertian bahwa anak adalah 
keadaan manusia normal yang masih berusia muda dan sedang menentukan 
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 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik, (Yogyakarta: 
Graha Ilmu, 2015), 2. 
29
 Antarini Arna dan Adzkar Ahsinin, Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak; Langkah Demi 
Langkah, (Jakarta: Yayasan Pemantau Hak Anak, 2007), 1. 
30
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Dalam pengertian yang diberikan oleh para pakar tersebut, terdapat 
ketidak seragaman pendapat mengenai definisi anak. Ada beberapa pakar yang 
mendefinisikan anak sesuai dengan usianya dan ada yang lebih condong 
terhadap dengan keadaan psikologis dan sosiologisnya. Dari beberapa 
pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa anak tidaklah sama dengan 
orang dewasa. Mereka masih membutuhkan perlindungan khsusus, hal ini 
dikarenakan mereka belum mempunyai kematangan, baik secara sosiologis, 
psikologis ataupun hal dalam usianya.  
Dalam perundang-undangan di Indonesia, terdapat pluralisme 
mengenai pengertian anak. Setiap peraturan perundang-undangan mengatur 
dengan sendiri regulasi mengenai pendefinisian anak. Pertentangan tersebut 
khususnya terdapat dalam penentuan batas usia anak. Adapun mengenai hal 
ini akan ditemukan berbagai macam batasan di dalam Perundang-undangan di 
Indonesia, sebagaimana hal berikut 
32
: 
1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 45: Dalam penuntutan pidana 
terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan 
sebelum umur 16 (enam belas) tahun, Hakim dapat menentukan: 
memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan terhadap orang 
tuanya, walinya atau pemeliharaannya, tanpa pidana apapun; atau 
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memerintahkan yang bersalah supaya diserahkan terhadap pemerintah 
tanpa pidana apapun;... 
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330: Belum dewasa adalah 
mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan 
tidak lebih dulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum 
umur genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan 
belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan 
orang tua, di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana 
diatur dalam bagian ke-tiga, ke-empat, ke-lima, ke-enam bab ini. 
Penentuan istilah “belum dewasa” yang dipakai dalam beberapa peraturan 
perundang-undangan terhadap orang pribumi. Pemerintah Hindia Belanda 
mengeluarkan staatblad 21 September 1917 N0. 738 L.N. 1917-1938, 
kemudian dicabut dan ditambah/diganti dengan staatblad 31 Januari 1931 
N0. 54 L.N. 1931-1954 dan betul-betul dibentuk sebagai interpretasi 
resmi (walaupun bukan bentuk yang luwes), yakni: 
a. Apabila dalam peraturan-peraturan, undang-undang “minderjarig” 
yang dimaksud di sini (golongan pribumi): orang yang belum 
mencapai usia 21 tahun dan belum telah kawin.   
b. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mencapai umur 21 
tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi sebelum dewasa. 



































c. Yang dimaksud dengan perkawinan oleh ordonantie ini bukanlah 
perkawinan anak-anak, yaitu perkawinan antara anak-anak yang 
masih sangat muda dan tidak diikuti dengan hidup bersama.
33
 
3. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan di Pasal 1 
ayat 28 menyebutkan bahwa “anak adalah setiap orang yang berumur di 
bawah 18 (delapan belas) tahun.”  
4. Undang-undang No. 7 tahun 2017 Pasal 1 ayat 34 yang menyatakan 
bahwa “pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap 
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah 
pernah kawin. 
5. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 Pasal 1 
yang menyebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan 
belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah 
kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”  
6. Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 
angka 2: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan 
belum pernah kawin. 
7. Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 
1ayat 3: “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut 
anak adalah anak yang telah berumur 2 (dua belas) tahun, tetapi belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” 
Selanjutnya di ayat 4 yakni “anak yang menjadi korban tindak pidana 
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yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 
(deapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 
kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.” Kemudian di 
Pasal 5 mengenai saksi yakni “anak yang menjadi saksi tindak pidana 
selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan 
belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang 
suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri. 
8. Undang-undang No. 23 tahun 2002 telah dirubah oleh Undang-undang 
No. 35 thun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1ayat 1:”Dalam 
Undang-undang ini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 
9. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 
menyatakan Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 
(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. 
10. Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yakni “Anak 
didik pemasyarakatan adalah: 
a. Anak pidana yaitu anak ayng berdasar putusan pengadilan menjalani 
pidana di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) 
tahun; 



































b. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan 
diserahkan pada negara tidak untuk dididik dan ditempatkan di Lapas 
anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; 
c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya 
memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling 
lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.” 
11.  Undang-undang No. 2 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang Pasal 1 ayat 5 menyatakan “Anak adalah seorang 
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan. 
12. Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat 4, 
“anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.” 
13.  Dalam yurisprudensi tetap batas kedewasaan, tidak seragam. Sebagai 
gambaran dalam putusan MA No. 53K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1952, 
umur 15 tahun dianggap telah dewasa untuk perkara yang terjadi di 
daerah Bali. 
14. Dalam putusan MA No. 601 K/1976 tanggal 18 November 1976, umur 20 
tahun dianggap telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Jakarta. 
15. Sedangkan dalam Konvensi Hak Anak sebagaimana diratifikasi dengan 
Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi 
Hak-Hak Anak disebutkan bahwa anak berarti setiap manusia di bawah 
umur 18 tahun, kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak 
kedewasaan dicapai lebih awal. 



































16.  Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98: Batas usia anak 
yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak 
tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan. 
Dengan demikian maka pengertian anak atau juvenile pada 
umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum 
dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-
undangan di Indonesia mengenai batas umur kedewasaan anak memang 
berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa jadi bergantung dari sudut manakah 
dilihat dan ditafsirkan, apakah dari sudut pandang perkawinan, kesejahteraan 
anak dan sudut pandang lainnya. Hal ini tentunya berkaitan dengan aspek 
psikis kematangan jiwa seseorang.
34
 
Adapun batas awal umur sebagai permulaan usia seorang terdapat 
dalam Undang-undang mengenai Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999  ayat 
ke-2 yakni  Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak 
anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. 
Demikian juga dalam mukaddimah dalam Deklarasi Hak Anak dinyatakana 
bahwa “Anak karena ketidak mampuan Jasmani dan mentalnya, memerlukan 
pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang 
layak sebelum dan sesudah kelahiran”. 35 
2. Pengertian Anak Dalam Hukum Islam 
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Mengenai pengertian anak, ada berbagai istilah yang sering 
digunakan  di dalam Al-Qur’an, seperti kata “al-wala<d” atau “al-aula<d” 
(sebagaimana di dalam QS. Al-Balad: 3, QS. At-Taghabun: 15, QS. Al-Anfal: 
28 dan QS at-Taghabun: 14), “al-ibnu” atau “al-banu<n” (seperti yang 
tercantum dalam QS. Luqman: 13, QS. Al- Kahfi: 46, QS. Ali Imron: 14), “al-
ghula<m” (seperti yang tercantum dalam QS. Maryam: 7, QS. As- Shaffat: 
101). Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi, istilah al-wala<d, al-aula<d, al-
maulu<d, al-ibnu, al-bani<n, dan al-ghula<m  sering digunakan untuk memberikan 
pengertian mengenai anak, disamping kadang-kadang juga menggunakan 
istilah lain seperti “al-thiflu”.36 
Apabila pengertian anak dalam hukum positif lebih menekankan 
terhadap aspek batas usia, tidak demikian di dalam hukum Islam. Dalam Islam 
ketentuan mengenai kategori anak tidak hanya diatur dengan batas usia, 
namun juga aspek yang lain: haid bagi perempuan dan ihitla<m bagi laki-laki 
dan perempuan. 
Menurut Zakariya Ahmad Al-Barry, dewasa adalah cukup umur 
untuk berketurunan dan timbulnya tanda-tanda kedewasaan pada laki-laki 
atau perempuan. Biasanya ada pada putra yang berumur 12 tahun dan pada 
putri yang berumur 9 tahun. Kalau sudah melewati usia tersebut di atas, tetapi 
belum nampak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia telah dewasa, harus 
ditunggu sampai ia berumur 15 tahun.
37
 Dari pandangan Zakarya tersebut 
dapat disimpulkan bahwa seorang anak adalah dia yang belum dewasa yang 
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belum mencapai umur 12 untuk putra dan 9 tahun untuk putri apabila dari 
mereka sudah nampak tanda-tanda kedewasaannya. Namun apabila belum 
nampak, maka harus ditunggu sampai umur 15 tahun. Setelah umur 15 tahun, 
setiap anak menurut Zakarya sudah dapat dianggap dewasa.  
Dalam Islam, fase anak kecil diklasifikasikan menjadi empat 
marhalah. Pertama, adalah ketika anak belum dilahirkan atau ketika masih 
dalam kandungan; Kedua, dimulai ketika anak bayi baru lahir dan berakhir 
pada masa tamyi<z atau saat menginjak usia tujuh tahun; Ketiga, dimulai 




Sedangkan batas kedewasaan seorang anak dalam Islam bukan 
hanya dibuat untuk mengatur pemenuhan hak dan kecakapan bertindak di 
depan hukum, namun juga untuk menjadikan pembatas bahwa dia juga terkana 
takli<f atas kewajiban-kewajibannya setelah ia dianggap dewasa. Karena pada 
masa itu dia sudah dianggap sebagai ahliyyah al-Wuju>b (Kelayakan 




Landasan tanda balig ini berdasar terhadap QS. An-Nu<r ayat 59. 
                   
      
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Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah 
mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka 
meminta izin.”40 
Hal ini juga sudah diatur dalam hadis Nabi
41
: 
ديبع انثدح بيا انثدح يرنم نب اللهدبع نب دممح انثدح اق رمع نبا نع عيفن نع الله ِْنَِضَرَع ل
 ًِللا ُلْوُسَر مّلسو هيلع الله ىلص  ُا َمْو َي ِْنَِضَرَع َو ْنِِزُْيُ ْمَل َف ًةَنَس ََةرْشَع ََعبَْرا ُنْبا َاَناَو ِلاَتِقْلا ِفِ ٍدُح
 ْلا ِدْبَع ِنِْبا َرَمُع ىَلَع ُتْمَدَق َف ٌعِفَان َلَاق ْنَِزاَجََاف ًةَنَس ََةرْشَع َسَْخَ ُنْبا َاَناَو ِقَذَْنْلْا َمْو َي َوُهَو ِزِْيزَع
 َف ٌةَف ْ يِلَخ ٍذِئَمْو َي َْنا ِِهلا َّمُع َلَِا َبَتَكَف ِْيرِبَكْلاَو ِْيرِغّصلا َْيْ َب ٌّدََلْ اَذَه َّنِا َلاَق َف َثْيِدَْلْا اَذَه ُهْت َثَدَح
 ِلاَيِعْلا ِفِ ُهْوُلَعْجَاف َكِلاَذ ُنْوُد َناَك ْنَمَو ًةَنَس ََةرْشَع َسَْخَ ُنِْبا َناَك ْنَمِل اْوُِضرْف َي ركب وبا هانثدحو
بيا نبا  دبع انثدح نىثم نبا دممح انثدحو ناميلسبن ميحرلا دبعو سيردا نب اللهدبع انثدح هبيش
 ةرشع عبرا نبا اناو مهتثيدح في نا يرغ دانسلاا اذبه اللهدبع نع اعيجم )نِفقثلا نِعي( باهولا
 نِرغصتساف ةنس 
Artinya: “Aku menawarkan diriku kepada Rasulullah Saw. untuk ikut perang 
uhud, waktu itu aku berumur empat belas tahun, tetapi Rasul Saw. 
tidak memperkenalkan diriku. Dan aku kembali menawarkan diriku 
pada waktu perang khandaq sedangkan aku (pada saat itu) berumur 
lima belas tahun, maka Rasul mempernankan diriku. Nafi’ 
menceritakan “lalu aku datang kepada Umar bin Abdul Aziz yang 
pada saat itu menjabat sebagai Khalifah, dan aku ceritakan hadis 
ini, maka ia berkata ” maka dia berkata sesungguhnya ini 
merupakan batas antara usia anak-anak dengan usia dewasa. 
Kemudian ia mengintruksikan kepada semua gubernur agar mereka 
menetapkan kepada orang yang telah mencapai usia lima belas 
tahun sebagaimana layaknya orang dewasa. Dan orang yang usianya 
di bawah itu, hendaknya dikategorikan sebagai anak-anak.   
Hal ini juga tertera di dalam kitab Al-Umm karya Imam As-Shafi’i: 
Ash-Shafi’i Rahimahullah berkata: Sufyan bin Uyainah memberikan 
kepada kami dari Abdullah Ibnu umar dari Nafi’ dan Ibnu Umar, ia 
berkata: saya mendatangi Rasulullah pada perang uhud dan saya 
seorang anak yang berumur 14 (tahun), maka beliau menolak saya, 
dan saya mendatangi beliau lagi pada perang khandaq dan saya 
berumur 15 (tahun) maka beliau membolehkan saya. Maka saya 
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menceritakan kepada Umar bin Abdul Azi<z. Maka umar berkata: ini 
adalah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa dan Umar 
menetapkan kepada pegawainya untuk anak yang berumur 15 





Sedangkan menurut Nawawi Al-Jawi dalam kitab Kashi<fah Al-saja< 
menjelaskan bahwa ada 3 tanda seseorang anak dalam Islam sudah dapat 
dikatakan balig sehingga mendapatkan mandat untuk kewajiban-
kewajibannya. 
1. Laki-laki dan perempuan sudah berusia 15 tahun disesuaikan dengan 
kelender Hijriah. 
2. Keluar sperma bagi laki-laki dan perempuan setelah umur 9 tahun. 




Namun terdapat beberapa pendapat ulama mengenai usia 
kesempurnaan balig seorang anak. Imam Abu Hanifah membedakan antara 
laki-laki dan perempuan. Menurutnya kesempurnaan balig laki-laki adalah 18 
tahun, sedangkan kesempurnaan balig perempuan adalah 17 tahun. Sementara 
itu, Abu Yusuf dan Muhammad (teman dan murid Abu Hanifah), As-Shafi’i 
dan Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa mereka tidak membedakan batas 
usia anak pria dan perempuan yakni 15 tahun. Sedangkan Ulama Malikiyyah 
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B. Pengertian Hak Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Islam 
1. Pengertian Hak Anak dalam Hukum Positif 
Secara etimologis kata “Hak” dalam aplikasi Kamus Besar Bahasa 
Indonesia yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan 
Bahasa Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia adalah 
bermakna milik; kepunyaan: barang barang ini adalah hak-mu. Oleh sebab itu, 
secara umum hak anak dapat dikatakan sebagai suatu hal yang dari awal 
memang dimiliki dan wajib diberikan kepada seorang anak. 
Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa hak adalah sesuatu yang 
tidak hanya ditahbiskan secara ilahi (Divinely ordained) dan juga tidak bisa 
dipahami secara ilahi (Divinely conceived). Hak-hak itu adalah pemberian 
Allah sebagai konsekuensi manusia adalah ciptannya. Hak disini merupakan 
kodrat natural yang sifatnya akan dibawa manusia dalam keadaan alamiah 
sejak lahir dan kemudian dibawa ke masyarakat.
45
 
Sebagaimana hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki orang 
dewasa, anak juga mempunyai hak yang bersifat asasi. Pemberitaan mengenai 
hak anak ini memang tidak segencar sebagaimana HAM orang dewasa atau 
isu gender yang menyangkut isu perempuan. Perlindungan hak anak tidak 
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banyak pihak yang memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. 
Sehingga terjadi banyak pelanggaran terhadap hak anak, seperti eksploitasi 
anak, kekerasan terhadap anak, pekerjaan anak, ditelantarkan, menjadi anak 
jalanan dan perang konflik atau kekerasan.
46
 
Di Indonesia pelanggaran hak anak baik yang tampak mata ataupun 
tidak, menjadi pemandangan yang lazim dan biasa diberitakan di media masa, 
seperti memperkerjakan anak di sektor formal maupun informal, eksploitasi 
hak-hak anak, upaya mendorong prestasi yang terlampau memaksakan 
kehendak pada anak secara berlebihan, atau untuk mengikuti berbagai 
kegiatan belajar dengan porsi di luar batas kewajaran agar mendapat prestasi 
yang diinginkan orang tua.
47
 
Padahal hak anak dalam hukum positif di Indoensia secara 
gamblang diuraikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) 
bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.  
Dalam ketentuan umum Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang 
perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
dijelaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib 
dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 
pemerintah, dan negara. 
Sedangkan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia Pasal 52 menjelaskan bahwa: (1) Setiap anak berhak atas 
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perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. (2) Hak anak 
adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan 
dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. 
Oleh sebab itu memenuhi hak anak merupakan salah satu prioritas 
kolektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah diperintahkan 
dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga seyogyanya dapat 
direalisasikan bersama. 
2. Pengertian Hak Anak dalam Hukum Islam 
Sebelum masuk pada pengertian hak anak dalam hukum Islam, 
supaya lebih mudah, alangkah baiknya apabila memahami hak dalam 
perspektif Islam terlebih dahulu. Dalam hukum Islam pengertian hak memiliki 
beberapa makna: wujub; kebenaran; dan lain-lain. 
Hak yang mempunyai makna kebenaran, sebagaimana yang tertera 
di dalam Q.S. Yunus Ayat 35:  
 ِّقَْلْ ا  َلَ ِإ  ي ِد ْه  َ ي  ْن َم  ْم ُك ِئ ا ََكر ُش  ْن ِم  ْل َه  ْل ُق 
 
Artinya: “Katakanlah apakah diantara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki 
kepada kebenaran?”48 
 
Demikian juga hak yang bermakna wujub sebagaimana di dalam 
Q.S. Al-Baqarah Ayat 241:  
 َيْ ِقَّت ُم ْل ا  ى َل َع  ا ًّق َح    ۖ  ِفوُر ْع َم ْل ا ِب  ٌعا َت َم  ِت ا َقَّل َط ُم ْل ِلَو 
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Artinya: “Dan bagi wanita-wanita yang ditalak (hendaklah diberikan oleh 
suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban 
bagi orang-orang yang betaqwa.” 49 
 
Dalam hal hak terhadap seorang anak sebagaimana dalam 
pembahasan ini, maka hak yang dimaksud adalah hak yang bermakna wujub. 
Artinya hak yang mengandung suatu unsur kewajiban oleh seseorang atau 
kelompok untuk dilaksanakan terhadap orang atau kelompok lain. Dalam hak 
ini, terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama secara definitif. Beberapa 
kalangan ulama fiqh mendefinisikan hak sebagai berikut50: 
Ulama mutaakhiri<n mendefinisikan sebagai berikut.  
اعرش تباثلا مكلْا  
Artinya: “Hukum yang ditetapkan oleh syara’” 
Sedangkan menurut Mustafa Zarka adalah: 
 لايفكت وا ةطلس عرشلا هب ررقي صاصتخا 
Artinya: “Suatu kekhususan yang dengannya ditetapkan syara’ menetapkan 
kekuasaan dan kewajiban.” 
 
Sementara itu dalam definisi yang lain adalah: 
 هيرغل صحش ىلع بيُ ام وا ءيشلا ىلع ةطلسلا 
Artinya: “Kewenangan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas 
seseorang terhadap orang lain.” 
 
 
                                                          
49
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an & Tafsirnya, Jilid 1..., 355. 
50
 Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 2. 



































Kata sultah sebagaimana dijelaskan di atas meliputi ketentuan: 
Sultah ala< nafsi< dan Sultah ala< shay’in muayyanin. Sulthah ala< nafsi< meliputi 
kekuasaan terhadap diri sendiri seperti hak hadha<nah. Sulthah ala< syaiin 
muayyanin meliputi hak milkiyyah. 
Dengan demikian pengertian hak anak dalam hukum Islam adalah 
suatu kekhususan yang memang sudah ditetapkan oleh syara’ terhadapnya, 
dan orang lain yang bersangkutan dengan hak tersebut mempunyai kewajiban 
untuk memenuhinya. 
Sementara itu, menurut Mukhoiruddin, hak anak dalam Islam secara 
umum terbagi menjadi lima bagian: Pertama, pemeliharaan anak atas agama; 
kedua, pemeliharaan anak atas jiwa; ketiga, pemeliharaan anak atas akal; 





C. Prinsip Perlindungan Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Islam 
Pada hakekatnya perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi akibat 
adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi demi 
pelaksanaan perlindungan anak secara rasional positif, bertanggung jawab dan 
bermanfaat. Perlu disebarkan pengertian dan pemikiran mengenai manusia, 
keadilan, hak dan kewajiban, kepentingan pribadi dan nasional dan pemikiran 
positif lain yang dapat menjadikan pedoman bersikap dalam masalah 
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 Oleh sebab itu, salah satu hal yang diperlukan adalah 
menjaring berbagai macam persepsi, baik perspektif sosiologis, psikologis, umur, 
dan ketentuan dalam agama. Hal ini dilakukan agar esensi dari prinsip 
perlindungan anak dapat terlaksana dengan efektif sesuai dengan yang 
diinginkan. 
1. Prinsip Perlindungan Anak dalam Hukum Positif 
Komitmen perlindungan anak sebenarnya sudah ada sejak Indonesia 
berdiri. Hal ini dapat dilihat dalam pembukaan Konstitusi atau UUD 1945, di   
sana disebutkan bahwa didirikannya negara ini tujuannya adalah untuk 
memajukan kesejahteraan umum dan memajukan kehidupan bangsa. Secara 
implisit kata memajukan kesejahteraan umum dan memajukan kehidupan 
bangsa sangat mempunyai relevansi dengan anak, karena salah satu instrumen 




Perlindungan anak juga secara eksplisit terdapat pada Undang-
undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28B yang menyatakan bahwa anak 
mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh berkembang serta 
mendapat perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi. 
Puncak perjuangan perlindungan anak mulai terwujud pada tahun 
2002 ketika Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
disahkan. Pasal-pasal dalam Undang-undang tersebut sangat mempunyai 
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korelasi dengan Konvensi Hak Anak, kecuali di dalam Pasal 19 yang 
mencamtukan tentang kewajiban anak. Undang-undang perlindungan anak 
kemudian dilengkapi dengan dengan beberapa ketentuan perundang-undangan 
yang juga sangat mendukung terhadap semangat perlindungan anak, seperti 
Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioal, 
Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Sistem Administrasi 
Kependudukan, Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga, Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak 
Perdagangan Orang, dan beberapa peraturan perundang-undangan lain.
54
 
Perlindungan anak berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengurai bahwa: 
“Perlindungan Anak Adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” 
Asas perlindungan anak menurut hukum positif termuat di dalam 
Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 
No. 23 tahun 2002 Pasal 2. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan 
Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: 
a. non diskriminasi; 
b. kepentingan yang terbaik bagi anak; 
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c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 
d. penghargaan terhadap pendapat anak. 
Perinsip non diskriminasi disamping memang dijelaskan dalam 
UUD 1945 sebagai konstitusi negara, hal ini juga secara gamblang tertera 
dalam Konvensi Hak Anak Pasal 2: 
1. Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang 
dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam 
yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa 
menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat 
politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, 
harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang 
tua anak atau wali hukum anak; 
2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk 
menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau 
hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau 
kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga 
anak. 
Prinsip ini sangat jelas menginginkan agar supaya negara-negara 
pihak dapat menjaga hak-hak seorang dari segala macam bentuk diskriminasi 
apapun. Hal ini direspon dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 yang telah 
dirubah dengan Undang-undang No. 35 tahun 2014 Pasal 77: Setiap orang 
yang dengan sengaja melakukan tindakan: 



































a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, 
baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau 
b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit 
atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  
Selanjutnya adalah prinsip kepentingan terbaik untuk anak (The 
best interest of the child). Prinsip ini mengingatkan kepada semua pihak 
bahwa dalam hal perlindungan terhadap anak, pertimbangan-pertimbangan 
yang diambil haruslah berdasarkan pegambilan keputusan yang menyangkut 
masa depan anak, bukan dengan ukuran pikiran orang dewasa. Apa yang 
menurut orang dewasa baik, belum tentu baik bagi anak. Boleh jadi maksud 




Adapun maksud daripada prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, 
dan perkembangan (the right to life, survival and development) sangat jelas 
memastikan bahwa setiap anak harus terjamin hak kelangsungan hidupnya, 
karena hak hidup adalah hak yang melekat pada diri seorang anak, bukan 
pemberian negara ataupun perorangan. Untuk menjamin hak tersebut berarti 
negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana 
yang memadai, serta akses terhadap anak untuk memperoleh pendidikan dasar. 
Dengan begitu juga berlaku pemenuhan hak tumbuh dan berkembang. 
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Hak ini juga merupakan salah satu hak untuk melestarikan dan 
mempertahankan hidup (the right of life) dan hak untuk memperoleh 
kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya (the right to highest 
standart of health and medical care attaniable). Hak tumbuh kembang pada 
intinya juga mengandung unsur mengenai hak untuk memperoleh akses 
pendidikan dan segala bentuk tingkatan, dan hak yang berkaitan dengan taraf 




Menyangkut prinsip perkembangan anak, hal-hal yang perlu 
diperhatikan adalah: perkembangan fisik (Pasal 27 paragraf 3, Pasal 26); 
perkembangan mental, terutama menyangkut pendidikan  (Pasal 28 dan 29), 
termasuk pendidikan bagi anak-anak cacat (pasal 23); perkembangan moral 
dan spiritual (Pasal 14); perkembangan sosial, terutama hak untuk 
memperoleh informasi, menyatakan pendapat dan berserikat (Pasal 12, 13 dan 
17); perkembangan secara budaya (Pasal 30 dan 31).
58
 
Adapun mengenai prinsip penghargaan terhadap pendapat anak 
(Respect for the views of the child), poin pentingnya adalah anak adalah 
subjek yang memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu dia tidak bisa 
dipandang sebagai posisi lemah, menerima dan pasif. Tetapi sesungguhnya dia 
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adalah pribadi otonom yang memiliki imajinasi, mimpi, pengalaman, 
keinginan, obsesi dan aspirasi.
59
 
Dalam prinsip ini Komite Hak Anak menyatakan bahwa prinsip 
yang terkandung dalam Pasal 12 ini merupakan prinsip fundamental yang 
berhubungan dengan seluruh aspek pelaksanaan dan interpretasi atas Pasal-
pasal lain dari konvensi. Dengan kata lain, setiap pandangan anak perlu 
diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi 
kehidupan dan perkembangan anak.
60
 
Sedangkan menurut Hadi Supeno, prinsip perlindungan anak di 
dalam deklarasi hak-hak anak sebagaimana telah diratifikasi dengan Kepres 
No. 36 tahun 1996 yang terdiri dari 2 bagian: mukaddimah dan Pasal-




1. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa 
membedakan ras, suku bangsa, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan 
politik, strata sosial baik yang ada pada dirinya ataupun keluarganya; 
2. Anak harus memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh 
kesempatan yang dijamin oleh hukum, hal ini harus dilakukan 
berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak; 
3. Sejak dilahirkan anak berhak atas nama dan kebangsaan; 
4. Anak berhak dan harus dijamin tumbuh kembang secara sehat; 
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5. Anak yang cacat atau lemah fisik dan mental harus mendapatkan 
perlakuan khusus; 
6. Anak berhak memperoleh kasih sayang agar ia tumbuh secara optimal. 
Pemerintah diharap memberikan perawatan terhadap anak yang tidak 
mempunyai orang tua atau tidak mampu, dan anak yang di bawah 5 tahun 
tidak dibenarkan terpisah dari ibunya; 
7. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma 
setidaknya untuk sekolah tingkat dasar, hal ini dilakukan untuk tumbuh 
kembang si anak supaya menjadi manusia yang dapat mengembangkan 
kemampuannya, mengemukakan pendapat pribadinya dan dapat menjadi 
anggota masyarakat yang berguna; 
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan sebagai penerima 
perlindungan dan pertolongan; 
9. Anak harus dilindungi dari segala jenis kealpaan, kekerasan dan segala 
macam hal yang dapat berakibat buruk padanya, termasuk 
memperkerjakannya sebelum usia tertentu; 
10. Anak harus dihindari dari segala macam bentuk diskriminasi sosial, 
agama maupun bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan 
dalam semangat toleransi. 
2. Prinsip Perlindungan Anak dalam Hukum Islam 
Berbeda dengan prinsip anak dalam hukum positif di Indonesia 
yang termuat dengan khusus dan runtut. Dalam Islam tidak ditemukan 
prinsip yang runtut dan khusus. Prinsip perlindungan anak dalam Islam 



































sangat luas cakupannya dan biasanya mengatur aspek perlindungan anak 
dalam bidang tertentu. Dalam Islam masing-masing aspek dalam hal 
perlindungan anak mempunyai prinsip yang berbeda-beda. 
Sebagaimana syariat Islam yang lain, pada dasarnya prinsip 
apapun dalam Islam mengacu pada satu tujuan, yakni untuk kemaslahatan 
terbaik di dunia dan di akhirat. Cukup berbeda dengan nilai-nilai prinsip 
yang terkandung dalam hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-
undang mengenai Perlindungan Anak yang lebih mengacu pada Konvensi 
Hak Anak berdasarkan buah pemikiran masyarakat Internasional yang 
cenderung mendasar pada rasionalitas dan lebih mengutamakan aspek 
kebebasan. 
Prinsip mengenai tujuan terbaik untuk kehidupan dunia akhirat 
yang juga merupakan prinsip dalam impelementasi perlindungan anak tertera 
pada pada Q.S. Al-Qas{s{a<s{ Ayat 77: 
                     
                      
    
Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah 
(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, 
kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 
kerusakan.”62 
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Berkaitan dengan ayat ini, M. Quraish Shihab menggaris bawahi 
tiga hal: pertama, di dalam agama Islam, dunia dan akhirat merupakan satu 
kesatuan. Dunia tempat menanam dan akhirat tempat menuai; kedua, 
sangatlah penting bagi manusia menjadikan akhirat sebagai tujuan dan dunia 
hanyalah sarana; ketiga, ayat tersebut ketika berbicara tentang akhirat 
menggunakan redaksi yang aktif dan bersungguh-sungguh dengan segala 
kemampuan untuk meraihnya. Sedangkan untuk mendapatkan dunia 




Dari pemaparan tersebut dapat dikatakan bahwa prinsip 
perlindungan anak seyogyanya harus berdiri di atas 2 aspek yang berbeda: 
yakni aspek untuk masa depan dunia dan akhirat seorang anak. Namun 
diantara kedua aspek tersebut harus lebih ditekankan terhadap aspek 
ukhra<wiyah-nya. Artinya prinsip-prinsip yang terkandung dan tersusun 
nantinya harus bertujuan untuk kepentingan terbaik dunia dan akhirat, 
dengan aturan bahwa dunia adalah sarana dan akhirat adalah tujuan.  
Prinsip perlindungan anak secara umum dalam aspek ukhra<wiyah 
sebagaimana tercantum di dalam Q.S. At-Tahri<m Ayat 6: 
                           
                         
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 
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penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”64 
 
Dalam Ayat tersebut terkandung suatu prinsip yang sangat 
fundamental berkaitan dengan pelindungan anak untuk kehidupan 
akhiratnya. Dimana orang-orang di sekeliling, baik orang tua atau wali 
mempunyai kewajiban untuk menjaga anaknya dari api neraka. Menurut M. 
Quraish Shihab meskipun khitobnya kepada laki-laki, namun bukan berarti 
hanya dilakukan oleh laki-laki saja, melainkan juga wajib terhadap laki-laki 
dan perempuan (ayah dan ibu). Ini berarti keduanya juga mempunyai 
tanggung jawab terhadap anak-naka mereka
65
 
Sedangkan prinsip perlindungan anak yang secara umum berkaitan 
dengan aspek dunya<wiyah terkandung dalam Q.S. Al-An’a<m Ayat 151: 
....                     
Artinya “Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut 
kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada 
mereka.”66 
 
Sebagaimana dikatakan oleh Al-Khazin dalam Tafsirnya, bahwa 
kebiasaan orang Jahiliyah sebelum datangnya Islam adalah membunuh anak-
anak mereka karena takut fakir, lalu Allah melarang mereka dengan 
mengharamkannya. Kemudian ayat tersebut dilanjutkan bahwa Allah-lah 
yang akan memberikan rizki. Oleh sebab itu wajib terhadap orang tua untuk 
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Sedangkan M. Qurais Shihab mengatakan bahwa pesan daripada 
ayat tersebut ialah larangan untuk menghilangkan keberadaan. Karena 
mereka menduga bahwa ketika anak lahir mereka akan memikul beban 
tambahan. Pesan yang terkandung adalah jangan khawatir atas diri kamu. 
Bukan kamu sumber rezeki tapi kamilah sumbernya. Kami akan memberikan 




Dapat dikatakan bahwa prinsip mengenai perlindungan anak 
sebagaimana yang tertera dalam ayat tersebut mempunyai sifat dan 
jangkauan yang cukup global, namun mempunyai spesifikasi makna bahwa 
anak mempunyai hak hidup, hak untuk dirawat dan diperlakukan dengan 
baik. Hak-hak tersebut dititipkan oleh Allah terhadap orang-orang di 
sekeliling anak, baik tua atau wali, oleh sebab itu mereka mempunyai 
kewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak tersebut.  
Prinsip perlindungan anak dalam Islam juga diatur secara khusus 
seperti tentang hak untuk mendapatkan asupan gizi bagi seorang anak yang 
tertera di dalam Q.S. Al-Baqo<roh Ayat 233, prinsip untuk mendapatkan 
pendidikan dalam Q.S. Luqma<n Ayat 13-19, demikian juga beberapa ayat 
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HAK ANAK DALAM ASPEK MEMPEROLEH PENDIDIKAN,  
PEMELIHARAAN EKONOMI DAN DALAM BERAGAMA 
 
A. Hak Pemenuhan Pendidikan Anak dalam Keluarga 
1. Hak Pemenuhan Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Hukum Positif 
a.  Kewajiban Orang Tua dalam Mendidik Anak  
Salah satu aspek penting dalam hak anak yang akan 
menentukan masa depan pekembangan anak adalah terjaminnya hak-hak 
pemenuhan pendidikan dalam keluarga. Pemenuhan hak pendidikan anak 
tidak boleh diartikan hanya sekedar untuk memberikan hak dalam 
memperoleh pendidikan saja, tetapi juga harus diartikan sebagai salah 
satu bentuk penyelenggaraan perlindungan anak. Dengan itu, maka 
pemenuhan hak pendidikan anak tidak semata-mata dilakukan secara 
bebas, melainkan juga ada batasan tertentu yang harus 
diimplementasikan. 
Undang-undang Perlindungan anak menyebutkan bahwa 
Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 
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Kewajiban orang tua dalam mendidik anak bisa berarti dua 
hal. Pertama, kewajiban orang tua dalam mendidik anak secara langsung 
melalui tindakan, nasehat dan panutan-panutan yang baik dalam 
keluarga. Kedua, kewajiban orang tua mendidik tidak secara langsung 
dengan memberikan fasilitas pendidikan terhadap anak seperti 
menyekolahkan, memondokkan dan lain-lain, sesuai dengan kemampuan 
orang tua. 
Kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan secara 
langsung terhadap anak diatur di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 
2104 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 
tentang perlindungan dalam beberapa ketentuan Pasal berikut : 
Pasal 9 mengatakan bahwa :  
1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 
dengan minat dan bakat. 
1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan 
pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh 
pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak 
lain. 
2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh 
pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak 
mendapatkan pendidikan khusus. 



































Demikian juga di dalam Pasal 26: 
1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; 
b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, 
dan minatnya; 
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan 
d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti 
pada Anak. 
2. Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, 
atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan 
tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 
Pasal 49 menyebutkan bahwa “Negara, Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan 
kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh 
pendidikan.” 
Sedangkan di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan dalam Pasal 45 yang menyebutakan bahwa:  
1. Kedua orang tua wajib memelihara dan menddidik anak-anak mereka 
sebaik baiknya. 



































2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku 
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana 
berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. 
Beberapa ketentuan perundang-undangan di atas memberikan 
uraian secara eksplisit bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk 
memberikan pendidikan terhadap anak secara langsung. Meskipun 
Undang-undang tidak menerangkan dengan jelas mengenai tata cara 
untuk merealisasikan kewajiban tersebut, namun setidaknya orang tua 
bisa mengaplikasikannya dengan berpegang teguh terhadap nilai-nilai 
yang terkandung di dalam prinsip umum perlindungan anak. 
Sedangkan kewajiban orang tua dalam menyekolahkan anak, 
memondokkan, dan lain-lain, hal ini mempunyai relevansi yang kuat 
dengan kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak pendidikan anak 
sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Salah satunya di dalam 
Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 31 ayat (1) dan 
(2) mengatur bahwa : 
1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 
pemerintah wajib membiayainya. 
Demikian juga di dalam Undang-undang tentang Perlindungan 
Anak yang  terkandung dalam  Pasal 53 yakni: 
1. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan 
dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari 



































keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat 
tinggal di daerah terpencil. 
2. Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif. 
Kewajiban orang tua dalam mendidik anak mempunyai 
relevansi yang kuat dengan peran serta pemerintah dalam menfasilitasi 
sistem pendidikan umum. Tidak mungkin orang tua hanya memberikan 
pendidikan terhadap anak dalam lingkup keluarga saja. Karena meskipun 
di dalam keluarga orang tua sangat baik dalam memberikan pendidikan 
terhadap anaknya, tapi apabila peran pemerintah kurang, maka tujuan 
untuk mencapai kualitas anak yang baik di masa depan akan cukup sulit 
dicapai. 
 
b. Prinsip dan Bentuk Pendidikan Terhadap Anak 
Pada dasarnya prinsip untuk memenuhi pendidikan terhadap 
seorang anak tetap mengacu pada prinsip umum perlindungan anak. 
Namun dalam hal ini terdapat prinsip yang lebih spesifik sebagaimana 
yang tertera dalam instrumen internasional dan nasional serta ketentuan 
yang mengikutinya, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
(DUHAM); Konvensi Hak Anak; Konvenan Hak Ekonomi, Sosial, 
Budaya; Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan 







































Sebagai bagian dari hak asasi manusia, pendidikan merupakan 
tolak ukur bagi susksesnya pembangunan. Dalam konteks hukum Hak 
Asasi Manusia Internasional, pendidikan telah ditetapkan sebagai hak 
warga negara yang harus dijamin dan dipenuhi oleh negara. Hal tersebut 
tertuang dalam Pasal 26 Declaration Universal of Human Rights 
(UDHR) yang menyatakan bahwa: 
1. Everyone has the rights to education. Education shall be free, 
at least in the elementary and fundamental stages. Elementary 
education shall be compulsory. Technical and profesional 
education shall be made available and higher education shall 
be equally accesible to all the basis of merit; 
2. Education shall be directed to the full development of the 
human personality and the strenghening of respect for human 
right and fundamental freedom. It shall promote 
undarstanding, tolerance adn friendship among all nations, 
rasial and religious group, and shall further the activies of the 
united nations for the maintenance of peace. 
3. Parent have a prior to choose the kind of education that shall 
be given to their children. 
 
Prinsip pendidikan terhadap anak di atas mengandung makna 
agar dalam setiap pendididkan yang diajarkan, hendaklah ditanam nilai-
nilai untuk menjaga Hak Asasi Manusia. Penegasan ini demi 
terwujudnya kesadaran kolektif terhadap toleransi dalam hidup sosial 
bermasyarakat. Karena hak memperoleh pendidikan merupakan hak 
dasar untuk perkembangan seorang anak.
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Dalam Konvensi Hak Anak Pasal 29 menjelaskan bahwa: 
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1. Negara-negara Pihak bersepakat bahwa pendidikan anak harus 
diarahkan ke:   
a. Pengembangan kepribadian anak, bakat-bakat dan kemampuan 
mental dan fisik pada potensi terpenuh mereka;  
b. Pengembangan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia 
dan kebebasan-kebebasan dasar dan prinsip-prinsip yang 
diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;  
c. Pengembangan penghormatan terhadap orang tua anak, jati diri 
budayanya sendiri, bahasa dan nilai-nilainya sendiri terhadap 
nilai-nilai nasional dari Negara di mana anak itu sedang 
bertempat tinggal, negara anak itu mungkin berasal dan 
terhadap peradaban-peradaban yang berbeda dengan miliknya 
sendiri;  
d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam 
suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling 
pengertian, perdamaian, tenggang rasa, persamaan jenis 
kelamin, dan persahabatan antara semua bangsa, etnis, warga 
negara dan kelompok agama, dan orang-orang asal pribumi;  
e. Pengembangan untuk menghargai lingkungan alam.  
Sedangkan dalam Pasal 50 Undang-undang Perlindungan 
Anak yakni : 
Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada : 



































a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, 
kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang 
optimal; 
b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan 
asasi; 
c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, 
bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak 
bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-
peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri; 
d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan 
e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup. 
Dalam ketentuan Pasal di atas secara prinsipil mengandung 
arti bahwa bentuk pendidikan yang harus ditanamkan terhadap seorang 
anak adalah pendidikan tatakrama, pengembangan bakat, kemampuan 
fisik dan mental anak. Hal tersebut bertujuan untuk menyiapkan anak 
untuk kehidupan orang dewasa yang aktif dalam masyarakat, yang bebas 
dan mengangkat penghargaan bagi orang tua anak, identitas budayanya 




Hal ini sejalan dengan prinsip utama perlindungan anak, salah 
satunya yakni prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip untuk 
memperoleh hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan hak untuk 
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berkembang. Salah satu realisasi dari prinsip tersebut tertera dalam 
Pasal 26 undang-undang tentang Perlindungan Anak yakni orang tua 
harus mengembangkan bakat yang dimiliki oleh seorang anak, yang 
berarti dia harus membiarkan dan mendorong anak untuk memilih jenis 
pendidikan yang dia sukai dan memberikan pendidikan karakter yang 
baik terhadap anak agar dapat menjadi pribadi dewasa yang berguna di 
masa depan.   
Menurut Abintoro Prakoso salah satu bentuk pendidikan 
terhadap anak yang wajib dilakukan oleh orang tua adalah: 
a. Pengembangan sikap dan kepribadian anak, bakat, kemampuan 
mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal; 
b. Pengembangan penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan 
asasi; 
c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, 
bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak 
tinggal, dari mana anak berasal dan peradaban-peradaban yang 
berbeda-beda dari peradabannya sendiri; 
d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; 
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2. Hak Pemenuhan Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam 
a. Kewajiban Orang Tua dalam Mendidik Anak 
Keluarga dalam Islam mempunyai peran yang sangat sentral 
untuk masa depan anak, hal ini dikarenakan asal mula karakter anak 
salah satunya akan lahir dari lingkungan keluarganya. Adapun yang 
mempunyai kewajiban untuk menanamkan karakter yang baik terhadap 
anak adalah ayah dan ibu, serta semua orang seperti kakek, nenek, 




Prinsip pendidikan bagi anak dalam Islam juga harus 
diimpelementasikan sebagai bagian dari realisasi perlindungan anak. 
Demikian juga nilai-nilai yang dianut juga harus mengikuti nilai yang 
terkandung dalam prinsip perlindungan anak dalam Islam, yakni 
menjadikan akhirat sebagai tujuan dan dunia hanya sebagai sarana untuk 
mendapatkan masa depan akhirat yang baik.   
Dalam Islam anak kecil diibaratkan sebagai kertas putih, oleh 
sebab itu orang tua sebagai penanggung jawab mempunyai kewajiban 
untuk melukisnya dengan sebaik mungkin. Sebagaimana Hadis 
diceritakan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
 ةريره بيا نع نحمرلا دبع نب ةملس بيا نع يرهزلا نع بئذ بيا نبا انثدح مدا انثدح
سو هيلع الله ىلص بينلا لاق هنع الله يضر ِِهناَدِّوَه ُي ُهاَو ََبَاف َِةرْطِفْلا ىَلَع ُدَلْو ُي ٍدْوٌلْوَم ُّلُك مل
  ٌءاَعْدَج اَه ْ يِف ىَر َت ْلَه َةَمْيِهَبْلا ُجُتْن َت ِةَمْيِهَبْلا ِلَثَمَك ِِهناَس َِّجُيَُْوا ِِهنَار ِّصَن ُيَْوا 
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Artinya: “Semua anak dilahirkan membawa fitrah (bakat keagamaan), 
maka terserah kepada kedua orang tuanya untuk 
menjadikannya beragama Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi. 
Sebagaimana hewan ternak akan melahirkan hewan ternak, 
apakah kamu melihat Jad’a<’”. 76 
 
Hadis tersebut mempunyai korelasi yang sangat kuat dengan 
Q.S. At-Tahri<m Ayat 6 yang mengurai mengenai kewajiban orang tua 
dalam menjaga anaknya dari neraka: 
                         
                          
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 
keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 
yang diperintahkan.”77 
 
Dari kombinasi kedua nas{ di atas, dapat dikatan bahwa dalam 
Islam anak merupakan fitrah yang harus dituntun dan diselamatkan dari 
api neraka. Upaya tersebut tentunya tidak bisa dilakukan kecuali dengan 
memberikan pendidikan yang baik. Oleh sebab itu, kedua orang tua 
wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-
baiknya, sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, 
kewajiban mana berlaku terus, walaupun perkawinan antara kedua orang 
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tua putus. Anak-anak wajib menghormati orang tua dan menaati 
kehendak mereka yang baik.
78
 
Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam 
pangkuan ibu bapaknya, karena dengan pengawasan dan perlakuan 
keduanya secara baik, akan menumbuhkan jasmani dan akalnya, 
membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak dalam 
menghadapi kehidupannya di masa datang.
79
 
Sementara itu, apabila kewajiban memberikan pendidikan 
anak dikaitkan dengan hak haz{a<nah, -relefansi ini cukup sesuai, karena 
definisi dari haz{a<nah sendiri adalah kewajiban wali atau orang tua untuk 
mengasuh dan mendidik anak sejak pertama keberadaannya di dunia-, 
maka terdapat beberapa pendapat:
80
 
1. Bahwa haz{a<nah merupakan hak Allah. Oleh sebab itu kelompok 
khawarij menganggap bahwa hak ini tetap harus direalisasikan. 
Meskipun harus dipaksakan.  
2. Haz{a<nah adalah hak al-Mahdhun (yang diasuh), oleh sebab itu 
seorang pengasuh tidak mempunyai hak untuk menggugurkannya. 
Ini adalah pendapat sebagian Ulama Mazhab Hanafi. 
3. Haz{a<nah merupakan hak ibunya. Maka ia berhak untuk 
menggugurkannya. Itulah pendapat Hanafi. Juga merupakan 
pendapat Madzhab Syafi’i, Hanbali, Zaidiah, Imamiah, Ibadhiah, 
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Ath-Taury< dan Maliky, kecuali jika menafkahi anak yang diasuh 
merupakan kewajibannya. 
4. Haz{a<nah adalah hak daripada keduanya. Pendapat sebagian fuqaha 
Maliki dan Ibadhiah. Pendapat ini mengemukakan bahwa seorang 
ibu mempunyai hak untuk menggugurkan kewajibannya, namun 
pengguguran itu tidak dapat diterima apabila anak menolaknya. 
 
b. Bentuk Pendidikan Anak dalam Keluarga 
Pada dasarnya pola dan bentuk pendidikan anak dalam Islam 
mengacu pada Al-Quran, hadis dan pendapat para ulama. Maka, 
sebagaimana prinsip utama perlindungan anak dalam Islam yang 
mengatur bahwa kehidupan dunia harus dijadikan sarana untuk 
memperoleh kehidupan yang baik di alam akhirat, demikian juga dengan 
bentuk pemenuhan hak pendidikan terhadap anak dalam keluarga.  
Ahmad Tafsir mengatakan bahwa hendaknya pendidikan 
dalam keluarga diarahkan pada dua dimensi. Pertama, Penanaman nilai-
nilai dan pandangan hidup yang akan membentuk cara berpikirnya. 




Dalam Islam, ketika seorang anak tamyi<z, ada dua hukum 
yang berkaitan dengan seorang anak.  Keduanya merupakan suatu 
hubungan yang membutuhkan nilai-nilai yang harus 
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 Nilai-nilai tersebut hanya bisa tercapai dengan 
pendidikan. Oleh sebab itu seyogyanya pendidikan anak diarahkan agar 
dapat mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Nilai tersebut adalah: 
Pertama, Habl Min alla>h atau hubungan manusia dengan tuhannya. Ini 
juga berkaitan dengan pandangan Ahmad Tafsir mengenai nilai 
pandangan hidup. Kedua, Habl Min al-na>s yang berarti hubungan 
manusia dengan sesama manusia yang juga berkaitan dengan penanaman 
karakter.  
Mendidik anak dalam konteks Habl Min alla<h adalah salah 
satu bentuk realisasi pemberian pendidikan terhadap anak semata-mata 
untuk kehidupan akhiratnya. Dalam konteks ini anak diarahkan agar 
menjadi pribadi yang baik secara ruhani dan menjadi insan yang diridhai 
oleh tuhannya. 
Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. At-
Tahri<m di atas. Demikian juga yang dicontohkan oleh Al-Qur’an dalam 
kisah nasehat Luqman terhadap anaknya. Yakni Q.S. Luqman Ayat 17: 
                         
             
Artinya: “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) 
mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan 
yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa 
kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal 
yang diwajibkan (oleh Allah).”83 
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Ayat di atas merupakan perintah Luqman terhadap anaknya 
agar dia menegakkan shalat, mengajak kepada kebaikan, mencegah 
kemunkaran dan bersabar dalam menghadapi segala sesuatu, karena 
semua itu adalah kewajiban manusia.
84
 
Demikian juga yang diperintahkan Rasulullah mengenai 
kewajiban orang tua dalam mendidik anaknya. Rasulullah SAW 
bersabda: 
 : دواد وبا لاق هزحم بيا راوس نع ليعاسما انثدح يركشيلا نِعي ماشه نب لمؤم انثدح
با راوس وهو نِازلما ةزحم وبا دواد نفيارصلا  ِه ِّدَج ْنَع ِهِيَبأ ْنَع ٍبْيَعُش ِنْب ِورْمَع ْنَع  َلَاق
 َِّللا ُلوُسَر َلَاق َيِْنِس ِعْبَس ُءاَن َْبأ ْمُهَو ِةلا َّصلِاب ْمَُكدلاَْوأ اوُرُم َمَّلَسَو ِهْيَلَع َّللا ىَّلَص
 باتك في دوادوبا هجرخأ( ِعِجاَضَمْلا في ْمُه َن ْ ي َب اوُِّقر َفَو ٍرْشَع ُءاَن َْبأ ْمُهَو اَه ْ يَلَع ْمُهُوِبرْضاَو
ةلاصلا )85 
Artinya: “Suruhlah anak-anakmu Shalat ketika berusia tujuh tahun, dan 
pukullah mereka (jika tidak mau) Shalat ketika sepuluh tahun, 
dan pisahkanlah tempat tidur mereka” (HR. Abu Dawud).” 
 
Pukulan di sini adalah salah satu bentuk didikan, khususnya 
pukulan yang akan mendatangkan manfaat atau mencegah yang tidak 
baik yang dilakukan setelah diberikan nasehat dan bimbingan. Tetapi 
pukulan sifatnya harus mendidik, tidak melukai dan tidak diarahkan ke 
wajah. Setiap periode kehidupan manusia mempunyai keistimewaan 
masing-masing, oleh sebab itu seseorang dapat diarahkan untuk fokus 
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Sedangkan dalam konteks Habl Min al-na<s, Nabi juga 
memerintahkan setiap orang tua untuk mendidik anaknya beberapa 




 سودبع نب دممح نب دحما نسلْا وبا انأ جارسلا دممح نب نحمرلا دبع مساقلا وبا انثدحو
 نع ميهاربا نب ىسيع نع ةيقب ان هبر دبع نب )ديز( ان ديعس نب نامثع ان يفثارطلا
 بيا نع عفار بيا لَوم ناميلس بيا نع يرهزلا انيلع دلوللا الله لوسر اي تلق :لاق عفار
 َن : لاق .مهيلع انقحك قح َع ْم  َح ُّق  ْلا َو َل ِد  َع َىل  ْلا َو ِلا ِد  َا ْن  ُي َع ِّل َم ُه  ْلا ِك َت َبا ِة  َو َّسلا َب َحا ِة  َو َّرلا ْم ِي 
 َو َا ْن  ُي َؤ ِّد َي ُه  َط ِّي ًبهيلع عباتيلاام يوري اذه مهاربا نب ىسيع .ا 
 
Artinya: “Abu Al-Qosim, Abd Ar-Rohman bin Muhammad As-Siraj 
menceritakan terhadap kita, sesungguhnya kita Abu Al-Hasan, 
Ahmad bin Muhammad bin Abdus At-Torothify menceritakan 
terhadap kita Uthman bin Said menceritakan ke kita Zaid bin 
Abdi Robbihi menceritakan ke kita Baqiyyah dari I’sa bin 
Ibrahim dari Az-Zuhry dari Abi Sulaiman Maula Abi Rofi’ 
dari Abi Rofi’ berkata: Saya betanya kepada Rasululloh S>AW 
apakah terhadap anak ada hak yang harus kita lakukan 
sebagaimana hak mereka terhadap kita? Nabi bersabda: Hak 
anak atas orang tua adalah agar diajari menulis, berenang, 
memanah dan mengajarinya dengan akhlak yang baik.”  
 
Dari beberapa ketentuan hadis di atas, untuk menunjang masa 
depan anak, orang tua berkewajiban untuk menyiapkan anaknya dengan 
beberapa keahlian, seperti mengajari menulis, berenang, memanah, dan 
mengajari akhlak yang baik. Namun di hadis yang lain Nabi lebih 
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mengutamakan agar seorang anak diajari akhlak. Sebagaimana sabda 
Nabi:  
دحما انث ةكبم سارف نب مهاربا نب دحما نب نسلْا دممح وبا انبرخاو  دممح نب مهاربا نب
 نب بويا ان رماع بيا نب رماع ان لااق يريراوقلاو ملسم ان زيزعلا دبع نب يلع ان كاحضلا
 اًدَلَو ٍدِلاَو ُلَْنَ اَم : لاق ملسو هيلع الله ىلص بينلا نع هدج نع هيبا نع يشرقلا ىسوم
 ٍنَسَح ٍبََدا ْنِم ُلَضَْفا ًلاَْنَ 
 
Artinya: “Tidak ada hadiah orang tua terhadap anaknya yang lebih 
utama dari tatakrama yang baik.”88 
 
Islam menjanjikan orang tua yang memenuhi hak-hak anaknya 
dengan surga, sebagaimana dalam hadis riwayat dari Ibni Abbas berkata: 
bahwa Rasulullah berkata:  
سلْا نب دممح نسحا وبا انثدح ان راسمسلا روصنم نب يْسلْا نب نسلْا انا يولعلا يْ
 نب ليبحرش نع ةفيلخ نب رطم ان يزارلا ناميلس نب قاحسا ان يرقلما دوممح نب دماح
 ُهَل ُنْوُكَي ٍمِلْسُم ْنِم اَم : ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر لاق : لاق سابع نبا نع دعس
 َص اَم اَمِهَْيِلا ُن ِّسَحُي َف ِناَتَن ِْبا َةََّنْلْا ُهاَتَلَخَْدا َّلاِا ُهاَتَبِحَصَو اَمُه َبِح 
Artinya: “Barang siapa yang punya dua orang anak, lalu dia 
memperlakukannya dan saling bergaul dengan cara yang baik, 
maka Allah akan memasukkan mereka ke surga.” 89  
 
Demikian sebaliknya, Islam akan menuntut pertanggung 
jawaban terhadap orang tua yang tidak melakukan kewajibannya 
terhadap anaknya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar kepada 
seorang lelaki:  
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انبرخا    رافصلا دممح نب ليعاسما انا كاسمسلا نبا ورمع وبا انا نارشب نب يْسلْا وبا
ب دممح ان لجرل لوقي رمع نبا تعسم لاق بيطالْا نامثع ان ديبع نب يلعي ان قاحسا ن
 كرب نع لؤسم هناف هتملع اذامو هتبدا اذام كدلو نع لؤسم كناف كنبا بدا :
كل هتيعاوطو 
Artinya: “Didiklah anakmu, sesungguhnya kamu akan diminta 
pertanggungjawaban mengenai anakmu, bagaimana kamu 
mengajari tatakrama dan bagaimana mengajarinya, kelak 
kebaikanmu dan ketaatannya akan dimintai pertanggung 
jawab.”.90  
 
B.  Hak Pemeliharaan Ekonomi Anak 
1. Hak Pemeliharaan Ekonomi Anak dalam Hukum Positif  
a. Kewajiban Orang Tua Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Anak 
Salah satu hak yang harus diberikan oleh orang tua terhadap 
anaknya adalah hak pemeliharaan ekonomi. Pemeliharaan ekonomi 
berarti orang tua memberikan fasilitas untuk kebutuhan pokok seorang 
anak, baik dari hal yang paling penting seperti disediakannya tempat 
tinggal, hak memperoleh penyusuan, sandang, pangan, sampai hal-hal 
lain diluar kebutuhan pokok.
91
 Hal ini merupakan salah satu cara untuk 
megembangkan kualitas pribadi anak yang akan berimbas pada 
keadaannya di masa depan. Sejalan dengan Pasal 4 Undang-undang 
Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk 
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai 
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dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi. 
Semangat untuk merealisasikan hak dalam pemeliharaan 
ekonomi anak tertera dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak di dalam Pasal 2: 
1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan 
berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam 
asuhan khusus untuk berkembang dengan wajar. 
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 
kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan kepribadian bangsa, 
untuk menjadi warga negara yang berguna. 
3. Anak berhak atas pemeliharaan perlindungan, baik semasa dalam 
kandungan atau pun setelah dilahirkan. 
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat 
membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan 
dengan wajar. 
Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
(KUH Per) Hak pemeliharaan ekonomi anak diatur dalam Pasal 298 
yang menyatakan bahwa: 
”Setiap anak, berapa pun juga umurnya, wajib menghormati 
dan menghargai orang tuanya. Orang tua wajib memelihara 
dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur. 
Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak 
membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi 
tunjangan menurut besarnya pendapat mereka guna 
membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka 



































itu. Bagi yang sudah dewasa berlaku ketentuan-ketentuan 
yang terdapat dalam Bagian 3 bab ini. 
 
Salah satu bentuk pemeliharaan ekonomi terhadap anak yang 
paling utama adalah disediakannya tempat tinggal oleh orang tuanya, 
sebagaimana di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan Pasal 81: 
1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-
anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. 
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri 
selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah 
wafat. 
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-
anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan 
tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat 
menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur 
alat-alat rumah tangga. 
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan 
kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat 
tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga ataupun 
sarana penunjang lainnya. 
Kemudian peraturan perundang-undangan di Indonesia juga 
mengatur mengenai hak memperoleh penyusuan, sebagaimana dalam 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 104: 



































1. Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada 
ayahnya. Apabila ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya 
penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi 
nafkah kepada ayahnya atau walinya. 
2. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat 
dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan 
persetujuan ayah dan ibunya. 
Hak pemeliharaan ekonomi anak juga tertuang dalam Pasal 34 
Undang-undang Perkawinan:  
1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.  
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya 
Dari ketentuan Pasal 34 tersebut secara implisit mengatur 
bahwa orang tua berkewajiban untuk memelihara dan memenuhi 
kebutuhan anaknya sesuai kemampuannya. Hal tersebut direalisasikan di 
dalam ayat 1 berupa kewajiban seorang ayah untuk memberikan 
keperluan rumah tangga dan di ayat 2 kewajiban seorang ibu untuk 
mengaturnya. 
Di samping mengatur mengenai pemenuhan hak ekonomi 
anak, perundang-undang di Indonesia juga mengatur mengenai 
kewajiban orang tua untuk merawat dan menjaga harta anaknya yang 
belum dewasa, sabagaiamana dalam Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam: 



































1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya 
yang belum dewasa atau di bawah pengampunan, dan tidak 
diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena 
keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu 
menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. 
2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena 
kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1). 
Demikian juga di dalam Pasal 48 Undang-undang perkawinan 
bahwa “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau 
menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan 
perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”. 
Sedangkan dalam Pasal 311 KUH Per menyebutkan: 
Bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua atau 
perwalian, berhak menikmati hasil dan barang-barang anak-
anaknya yang belum dewasa. Dalam hal orang tua itu, baik 
bapak maupun ibu, dilepaskan dari kekuasaan orang tua atau 
perwalian, kedua orang tua itu berhak untuk menikmati hasil 
dan kekayaan anak anak mereka yang masih di bawah umur. 
Pembebasan bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang 
tua atau perwalian, sedang orang tua yang lainnya telah 
meninggal atau dibebaskan atau dipecat dan kekuasaan orang 
tua atau perwalian tidak berakibat terhadap hak menikmati 
hasil. 
Dengan hak menikmati hasil itu, terkait kewajiban-kewajiban: 
1. hal-hal yang diwajibkan bagi pemegang hak pakai hasil. 
2. pemeliharaan dan pendidikan anak-anak itu, sesuai dengan 
harta kekayaan mereka yang disebut terakhir; 
3. pembayaran semua angsuran dan bunga atas uang pokok; 
4. biaya penguburan anak. 
 



































Pasal di atas diperjelas dengan Pasal 313 yakni: 
Hak menikmati hasil tidak terjadi: 
1. terhadap barang-barang yang diperoleh anak-anak itu 
sendiri dari pekerjaan dan usaha sendiri: 
2. terhadap barang-barang yang dihibahkan dengan akta 
semasa pewaris masih hidup atau dihibahkan dengan 
wasiat kepada mereka, dengan persyaratan tegas, bahwa 
kedua orang tua mereka tidak berhak menikmati hasilnya. 
 
Demikian juga diteruskan  dengan Pasal 314 yang berbunyi: 
“Hak menikmati hasil terhenti dengan kematian anak-anak itu”. 
Terdapat perbedaan mencolok dari kedua peraturan 
perundang-undangan antara KHI dan KUH Per. KHI lebih menekan 
orang tua mengembangkan harta anak dan sama sekali tidak menyalah 
gunakan dan memindahkannya, kecuali dalam keadaan mendesak untuk 
kepentingan anak. Sedangkan dalam KUH Per, orang tua diberikan 
leluasa untuk menikmati harta anak dengan beberapa persyaratan. 
 
b. Batas Pemeliharaan Ekonomi Orang Tua Terhadap Anak  
Mengenai hak terhadap pemeliharaan ekonomi orang tua 
terhadap anak, terdapat batasan-batasan di mana orang tua dinyatakan 
sudah tidak bertanggung jawab lagi secara hukum. Hal tersebut diatur 
dalam Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:  
1. Kedua orang tua wajib memelihara dan menddidik anak-anak 
mereka sebaik-baiknya  
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini 
berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban 



































mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua 
putus.  
Pasal di atas tidak menyebutkan di usia berapa seorang anak dinyatakan 
dapat berdiri sendiri. Maka dapat dikatakan ketentuan dalam Pasal 
tersebut mempunyai relevansi dengan Pasal 47 undang-undang 
Perkawinan yakni: 
1. Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau 
belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan 
orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.  
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan 
hukum di dalam dan di luar Pengadilan. 
Di dalam Pasal 47 menyebutkan bahwa anak yang mencapai umur 18 
tahun atau belum pernah kawin berada di bawah kekuasaan orang 
tuanya. Ketentuan Pasal tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit 
mengenai batasan maksimal anak yang dapat dikatakan mampu berdiri 
sendiri. Undang-undang hanya memberikan penjelasalan batasan 
minimal mengenai kekuasaan orang tua terhadap anak. Namun, apabila 
dipahami dengan interpretasi a contario, maka usia 18 tahun adalah usia 
batas seorang anak dinyatakan mampu berdiri sendiri menurut Undang-
undang Perkawinan.          
Ketentuan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan dalam 
Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: 



































1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 
tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental 
atau belum pernah melangsungkan perkawinan. 
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan 
hukum di dalam dan di luar Pengadilan. 
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat 
yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang 
tuanya tidak mampu. 
Ketentuan Pasal di atas menyatakan bahwa batasan anak yang mampu 
berdiri sendiri adalah usia 21 tahun, sepanjang tidak cacat fisik dan 
belum pernah kawin.  Ini berarti anak yang meskipun lebih dari 21 




Pasal tersebut juga mengisyaratkan bahwa kewajiban orang 
tua adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, 
membekali mereka dengan ilmu pengetahuan hingga ia dewasa menurut 




c. Besaran Materi Pemeliharaan Ekonomi Anak 
Mengenai besaran materi pemeliharaan ekonomi anak, 
undang-undang tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci. Namun 
dalam Pasal 34 Undang-undang Perkawinan menyebutkan:  
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1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.  
2. Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya 
Dalam ketentuan di atas, Undang-undang hanya mengatur 
bahwa seorang suami berkewajiban menafkahi keluarganya sesuai 
dengan kemampuannya. Sedangkan istri berkewajiban untuk mengatur 
urusan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya. Artinya Undang-
undang tidak memberikan batasan-batasan nominal mengenai materi 
yang harus diberikan terhadap anak dalam hal pemeliharaan ekonomi.  
 
d. Pemeliharaan Ekonomi Anak Pasca Cerai 
Adapun pemenuhan hak pemeliharaan ekonomi anak setelah 
orang tuanya bercerai diatur dalam Pasal 41 undang-undang No. 1 tahun 
1974 tentang perkawinan yakni: 
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:  
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 
anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, 
bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan 
memberi keputusan.  
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam 
kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan 
dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.  



































c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu 
kewajiban bagi bekas isteri. 
Demikian juga diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam 
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 
tahun adalah hak ibunya; 
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak 
untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 
pemeliharaanya; 
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 
Sedangkan dalam KUH Per disebutkan dalam Pasal 229 yakni: 
Setelah memutuskan perceraian, dan setelah mendengar atau 
memanggil dengan sah para orang tua atau keluarga sedarah 
atau semenda dan anak-anak yang di bawah umur, Pengadilan 
Negeri akan menetapkan siapa dari kedua orang tua akan 
melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua 
orang tua itu dipecat atau dilepaskan dan kekuasaan orang 
tua, dengan mengindahkan putusan-putusan Hakim terdahulu 
yang mungkin memecat atau melepas mereka dan kekuasaan 
orang tua. Penetapan ini tidak berlaku sebelum hari putusan 
perceraian perkawinan itu memperoleh kekuatan hukum yang 
pasti. Sebelum itu tidak usah dilakukan pemberitahuan, dan 
tidak boleh dilakukan perlawanan atau banding. 
 
Besaran biaya dalam pemeliharaan anak pasca cerai tidak 
diatur. Namun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam Pasal 8 
Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 
1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian menyebutkan bahwa 
mantan suami wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk bekas istri dan 



































anak-anaknya. Besarnya adalah 1/3 untuk PNS pria, 1/3 untuk bekas 
istrinya dan 1/3 untuk anak-anaknya. Apabila melangggar akan 
dikenakan sanksi disiplin berat.  
Adapun untuk non PNS biasanya akan dinegosiasikan pada 
saat sidang dan akan ditetapkan dalam putusan Pengadilan.  Apabila 
kemudian tidak dibayarkan oleh mantan suami, maka bisa mengajukan 
gugatan eksekusi atas tunjangan hak asuh anak yang tidak dibayarkan 
itu kepada Pengadilan Agama. Suami yang tidak membayar juga bisa 
dikenakan Pasal penelantaran anak sebagaimana dalam Undang-undang 
perlindungan anak di dalam Pasal 77. 
Sedangkan dalam Konvensi Hak Anak Pasal 9 menyatakan 
bahwa : 
(1) Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa seorang anak 
tidak dapat dipisahkan dari orang tuanya, secara bertentangan 
dengan kemauan mereka, kecuali ketika penguasa yang 
berwenang dengan tunduk pada yudicial review menetapkan 
sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku bahwa 
pemisahan tersebut diperlukan demi kepentingan-kepentingan 
terbaik anak. Penetapan tersebut mungkin diperlukan dalam 
suatu kasus khusus, seperti kasus yang melibatkan 
penyalahgunaan atau penelantaran anak oleh orang tua, atau 
kasus apabila orang tua sedang bertempat tinggal secara 
terpisah dan suatu keputusan harus dibuat mengenai tempat 
kediaman anak.  
(2). Dalam persidangan-persidangan apapun sesuai dengan 
ketentuan ayat 1 pasal ini, maka semua pihak yang 
berkepentingan harus diberi kesempatan untuk ikut serta 
dalam persidangan-persidangan dan membuat pendapat 
merreka diketahui.  
 
 



































e. Ancaman Terhadap Penelantaran Hak Pemeliharaan Ekonomi Anak 
Dalam hukum positif ancaman terhadap orang tua yang tidak 
melaksanakan kewajiban memenuhi hak pemeliharaan ekonomi anak 
dalam keluarga tercantum dalam Pasal 9 Undang-undang No. 23 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang 
berbunyi:  
(1). Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, 
atau pemeliharaan kepada orang tersebut.  
(2). Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi 
setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 
membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di 
luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.” 
Pasal tersebut berkaitan dengan pasal 49 yang berbunyi 
“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda 
paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang 
yang : a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang 
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). 
Demikian juga di dalam Undang-undang No. 35 tentang 
Perlindungan Anak Pasal 76B “Setiap Orang dilarang menempatkan, 



































membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi 
perlakuan salah dan penelantaran.” 
Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 77B “Setiap Orang yang 
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” 
Undang-undang No. 23 tahun 2002 yang telah dirubah dengan 
Undang-undang No. 35 tahun 2014 Pasal 77 juga mengatur, yang 
berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan: 
a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami 
kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi 
sosialnya; atau 
b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami 
sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). “ 
 
2. Hak Pemeliharaan Ekonomi Anak dalam Hukum Islam  
a. Kewajiban Orang Tua  dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Anak 
Pemeliharaan anak pada dasarnya adalah tanggung jawab 
kedua orang tuanya. Salah satu pemeliharaan anak dalam Islam adalah 
mengenai pemeliharaan ekonomi dan sesuatu yang berkaitan dengan 
kebutuhan pokok anak. Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi 



































berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam 
hal ini istri dapat membantu suami. Namun yang terpenting adalah 
adanya kerja sama antar suami dan istri dalam memelihara anak dan 
mengantarkan hingga anak tersebut dewasa.
94
  
Slamet Aminuddin mengatakan bahwa Islam menuntut para 
suami untuk membantu istrinya dalam merawat anak. Kedua peran 
tersebut meskipun sudah mempunyai tugas masing-masing namun juga 
harus bisa saling membantu, hal ini ditunjukkan agar anak bisa 
berkembang menjadi sangat baik.
95
 
Lebih ditekankannya pemeliharaan ekonomi kepada ayah 
bersumber pada tindakan Nabi ketika suatu hari beliau menerima aduan 
dari Hindun binti Utbah. Hadi<th ini diriwayatkan oleh Siti Aishah 
bahwa Hindun Binti Utbah berkata: Wahai Rasulullah SAW, 
sesungguhnya Abu Sufyan (suamiku) adalah seorang laki-laki yang amat 
kikir, ia tidak memberikan (nafkah) sesuatu yang mencukupi aku dan 
anakku, kecuali aku mengambilnya (sendiri) sementara dia tidak 
mengetahui. Maka beliau Rasulullah bersabda:” ambillah apa yang dapat 
mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara ma’ruf.” (HR. Bukhari).96 
Pemeliharaan ekonomi anak dalam Islam dimulai dari saat 
kehamilan. Masa kehamilan adalah masa yang sangat peka dan 
menentukan hidup seorang bayi. Kebiasaan makan ibunya dan juga 
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kegiatan fisik serta keadaan mentalnya sangat penting baik bagi dirinya 
maupun bagi janin di dalam rahimnya. Apakah bayi itu sehat atau sakit, 




Keadaan mental seorang ibu juga sangat berpengaruh terhadap 
kualitas janin yang dikandungnya. Seorang ibu yang hamil memerlukan 
ketenangan agar juga berimbas pada ketenangan janinnya. Maka peran 
ayah juga sangat diperlukan di sini, mengingat ayah adalah tumpuan dari 
pada sang ibu. Sejalan dengan sabda Nabi bahwa: “Pria terbaik adalah 
yang memperlakukan istrinya dengan baik, dan aku adalah yang terbaik 
diantara kalian dalam hubungannya dengan perlakuan baik terhadap 
istriku”.98 
Setelah pemeliharaan anak dalam masa kehamilan, kewajiban 
orang tua dalam memelihara anaknya adalah dalam masa menyusui. 
Ulama fiqh Islam sepakat bahwa menyusui anak oleh seorang ibu adalah 
wajib hukumnya. Dan hal tersebut akan menjadi hutang yang akan 
dipertanggungjawabkan di sisi Allah.
99
 Maka tidak heran apabila dalam 
Q.S. Al-Baqoroh Ayat 233 ada perintah agar seorang ibu memberikan 
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b. Nafkah Terhadap Seorang Anak 
Nafkah terhadap anak diklasifikasikan menjadi beberapa 
bagian. Ada kalanya anak tersebut (baik laki-laki atau perempuan) 
masih kecil atau dewasa dan adakalanya anak tersebut kaya atau fakir. 
Setiap bagian mempunyai klasifikasi hukum yang berbeda.
101
 
Apabila anak tersebut kaya, maka nafkahnya boleh diambil 
dari hartanya, meskipun dia laki-laki atau perempuan, anak kecil atau 
sudah dewasa. Sesungguhnya kewajiban memberikan nafkah seorang 
ayah terhadap anaknya adalah untuk kebutuhannya, dan karena 
kekayaan si anak, terbayarlah kebutuhan anak. Maka nafkah juga tidak 
wajib terhadap selain ayah tersebut. Adapun yang dimaksud kaya disini 
adalah dia mempunyai harta berupa uang, pemberian, atau barang tetap. 
Apabila hartanya bukan berupa uang, sedangkan dia masih kecil, maka 
ayah berhak menjual dan menafkahi hasilnya terhadap anak tersebut. 
Walaupun nafkahnya berupa ongkos menyusui dan haz{a<nah. Hal ini 




Sejalan dengan pendapat Wahbah Zuhaily bahwa anak kecil 
yang sudah bekerja, maka nafkahnya diambil dari hasil pekerjaannya, 
bukan dari ayahnya. Selanjutnya beliau menambahkan bahwa anak yang 
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sudah mampu karena harta dan pekerjaan, orang tua tidak wajib 
memberikan nafkah terhadapnya.
103
    
Apabila anak tersebut fakir dan sudah dewasa, jika laki-laki 
maka dilihat terlebih dahulu apakah ada penyakit atau cacat yang 
membuatnya tidak bisa berkerja, atau jika dia dalam keadaan mencari 
ilmu sehingga tidak bisa bekerja maka ayah wajib memberikan nafkah 
terhadapnya. Sedangkan apabila dia tidak mempunyai cacat yang 
menghalangi dia bekerja, maka orang tua tidak wajib menafkahinya. 




Sedangkan Al-Hanabilah mewajibkan orang tua untuk 
menafkahi anaknya yang sudah dewasa tapi fakir, meskipun dia dalam 
keadaan sehat. Karena mereka adalah anak yang fakir dan butuh, dan 
diposisikan sebagaimana nafkah untuk anak yang sakit berkelanjutan.
105
 
Apabila anak tersebut perempuan maka ayah wajib 
memberikan nafkah, meskipun dia mampu bekerja atau tidak. Hal ini 
berlaku sampai dia menikah. Setelah dia menikah maka kewajiban 
memberikan nafkah terhadapnya beralih ke suaminya.
106
 
Menurut Hanifiyyah nafkah anak tidak bisa menjadi hutang 
yang harus dipertanggung jawabkan orang tua, meskipun sudah 
diputuskan oleh Hakim. Berbeda dengan nafkah istri yang akan menjadi 
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hutang jika tidak dilaksanakan. Sedangkan As-Shafiiyah bekata: nafkah 




c. Batasan Usia Pemeliharaan Ekonomi Terhadap Anak 
Selain daripada beberapa ketentuan-ketentuan rinci mengenai 
batas nafkah anak sebagaimana diterangkan di atas, Muhammad Qadiry 
Basyan mengatakan bahwa nafkah terhadap anak wajib oleh seorang 
ayah yang merdeka meskipun kafir z{immi< terhadap anaknya yang 
merdeka dan fakir, baik anak perempuan atau laki-laki. Sampai seorang 
laki-laki mampu bekerja dan mencukupi dirinya dan sampai seorang 
wanita menikah.
108
 Dengan demikian, batasan orang tua dalam 
menafkahi anaknya adalah sampai seorang anak dikategorikan mampu 
untuk bekerja dan mencukupi dirinya.  
Sedangkan Wahbah Zuhaily dalam Fiqh Al-Isla<m Wa 
adillatuhu< mengatakan bahwa Ulama Fiqh berpendapat orang tua tidak 
mempunyai kewajiban terhadap anak yang sudah balig, kecuali jika anak 
tersebut tidak dapat bekerja, baik karena kelemahan akal mapun cacat 
fisik, atau karena sedang belajar.
109
 Dengan demikian maka batasan 
orang tua dalam memberikan nafkah terhadap anak adalah sampai dia 
balig, kecuali memang dia tidak mampu untuk bekerja. 
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d. Besaran Materi Pemeliharaan Ekonomi Anak 
Adapun mengenai besaran nafkah yang harus dikeluarkan oleh 
orang tau terhadap pemeliharaan ekonomi anak, ulama sepakat bahwa 
nafkahnya ialah sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Hal ini 
meliputi makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal dan susuan. 
110
 
Demikian juga menurut Muhammad Ad-Dusuqy, nafkah dalam hal 
apapun wajib dengan batas kemampuan dan kecukupan saja. Tergantung 
bagaimana situasi dan kondisi yang ada.
111
  
Apabila seorang ayah adalah orang yang susah, namun tidak 
ada halangan untuk bekerja, maka kewajiban memenuhi nafkah anak 
menjadi tetap, namun sebisanya. Sedangkan ibu adalah yang lebih utama 




Namun Al-Malikiyyah bekata bahwa tidak wajib seorang 
bapak bekerja hanya karena untuk menafkahi anaknya. Apabila dia 
adalah orang yang susah, meskipun dia kuasa untuk bekerja dengan 
keahlian khusus yang dimiliki, atau yang lain, dia tetap tidak wajib 
bekerja hanya karena untuk menafkahi anaknya.
113
 
Adapun apabila orang tua mampu untuk memberikan nafkah 
terhadap anak, menurut Madzhab Empat nafkah harus diberikan oleh 
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suami sesuai dengan kebutuhan bulanan anak. Termasuk yang 
dibutuhkan untuk makan/minum, uang tempat tinggal, gaji pembantu, 
upah menyusui dan mengasuh. Sedang mengenai ganti pakaian, untuk 
anak-anak dilakukan sekali selama 4 bulan.
114
 
Adapun mengukur nafkah anak dengan dirham, maka menurut 
Ulama Malikiyyah, Syafi’iyah dan Hanabilah tidak boleh kecuali jika 
ada kesepakatan antara dua belah pihak. Ia seharusnya memberi makan 
terhadap anak seperti apa yang dia makan, memberikan pakaian seperti 
kualitas pakaiannya. Sedangkan menurut Ulama Hanafiah, terdapat dua 
pendapat. Pertama, mengukur dengan dirham boleh saja, bahkan dalam 
semua keadaan, setelah memperhatikan nilai mata uang setempat. 





e. Hak Pemeliharaan Ekonomi Pasca Cerai 
Apabila terjadi perceraian, selama ibunya belum menikah lagi, 
maka ibu diutamakan untuk mengasuh anaknya. Sebab dia lebih 
mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai 
kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dimiliki bapaknya. Ibu 
juga lebih mempunyai banyak waktu mengasuh anaknya daripada bapak. 
Karena itu peran ibu sangat penting untuk kemaslahatn anak. Dalam 
sebuah hadis riwayat Abdullah bin Amr menceritakan: Seorang 
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perempuan berkata (kepada Rasulullah SAW) “Wahai Rasulullah SAW. 
Anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan 
bilikku tempat kumpulnya (bersamaku)”. Ayahnya telah menceraikanku 
dan ingin memisahkannya dariku. Maka Rasulullah SAW bersabda: 
kamulah yang lebih berhak selama kamu tidak menikah. (Riwayat 
Ahmad Abu Dawud, dan Hakim mensahihkannya).
116
  
Kalau ibunya menikah dengan orang lain, sedangkan anak itu 
belum mumayyiz, maka bapaknya yang lebih berhak untuk 
mendidiknya. Bila bapaknya tidak ada, maka yang berhak mendidiknya 
adalah bibiknya. Alasan yang dapat dikemukakan adalah ketika ibunya 




Apabila anak tersebut sudah mumayyiz, maka dia diberikan 
hak untuk memilih. Hal ini berdasar dari Hadis Nabi yang diriwayatkan 
oleh Abu Hurairah bahwa ada seorang perempuan datang kepada Nabi 
dan berkata: sesungguhnya suamiku akan mengambil anakku. 
Sedangkan dia telah memberikan minum terhadapku dari sumur Abi 
Inabah dan dia telah memberikan manfaat terhadapku. Maka Nabi 
bersabda: ini ibumu dan ini ayahmu, maka pilihlah tangan keduanya 
yang kamu inginkan. Kemudian dia memilih tangan ibunya. Maka 
perempuan itu membawa anak tersebut.
118
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Hadis tentang pemilihan anak yang sudah mumayyiz tersebut 
menunjukkan bahwa anak kecil yang sudah mumayyiz dan mengerti 
dengan dirinya sendiri, ia boleh memilih siapakah yang akan 
mengasuhnya. Apakah ibunya atau bapaknya.
119
 
Abdillah bin Ahmad dalam Al-Mughny mengatakan ketika 
seorang anak sampai pada umur tujuh tahun, sedangkan dia tidak dalam 
keadaan gila, maka dia diberikan hak untuk memilih antara kedua ibu 
bapak, dia akan bersama dengan orang yang dipilih, meskipun diantara 
mereka saling bertentangan. Hal itu lebih utama sebagaimana yang 
diputus oleh Umar, Ali dan Shurayh dan hal tersebut adalah 
madzhabnya Imam Shafi’i.120 
Imam Malik dan Abu Hanifah berkata anak tersebut tidak 
boleh memilih. Abu Hanifah berkata: apabila dia bisa merawat diri 
sendiri, makan sendiri, istinja’ sendiri, maka ayahnya lebih utama untuk 
mengurusnya. Sedangkan Imam Malik berkata: ibunya lebih berhak 
untuk merawatnya sehingga dia tumbuh gigi depannya. Adapun 
memilih, maka tidak sah. Karena anak kecil tidak bisa bicara dan tidak 
tau keberuntungannya. Karena terkadang dia hanya memilih yang 
bermain dengannnya dan meninggalkan yang memberikan pendidikan 
terhadapnya. Dimungkinkan dia akan memilih karena syahwatnya yang 
akan mengantarkan ke kerusakannya. Maka mereka yang belum balig 
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tidak diberikan hak untuk memilih sebagaimana anak yang belum 
sampai umur tujuh tahun.
121
 
Apabila anak memilih diantara kedua orang tua, kemudian 
mereka terhalang untuk merawatnya. Kemudian ada seseorang yang 
berhak untuk merawatnya, seperti nenek dan kakek, maka anak tersebut 
diberikan hak untuk memilih diantara keduanya. Apabila dia tidak 




Syarat seorang anak bisa memilih ada 2, yakni: pertama, 
bapak atau ibunya adalah ahli haz{a<nah. Apabila mereka bukan ahli 
haz{a<nah seperti gaib, maka diberikan kepada yang lain. Kedua, adanya 
seorang anak sebagi ahli haz{a<nah, seperti tidak berpenyakit. Maka 
apabila anak berpenyakit dia akan dikumpulkan dengan ibunya, karena 




f. Ancaman Terhadap Penelantaran Hak Pemeliharaan Ekonomi Anak  
Adapun mengenai penalantaran ekonomi anak dalam Islam, 
hal tersebut bertentangan dengan Q.S. An-Nisa’ Ayat 9. Yakni: 
 ْم ِه ْي َل َع  او ُف ا َخ  ا ًف ا َع ِض  ًةَِّيّر ُذ  ْم ِه ِف ْل َخ  ْن ِم  او َُكر  َ ت  ْو َل  َن ي ِذَّل ا  َش ْخ َي ْلَو
 او ُلو ُق  َ ي ْلَو  ََّلل ا  او ُق َّ ت َي ْل  َ فا ًد ي ِد َس  ًلاْو  َ ق 
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Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 
sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di 
belakang mereka yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan)Nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka 
bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara 
dengan tutur kata yang benar.”124 
Golongan dari pada ahli tafsir berkata ayat ini berkenaan 
dengan seseorang yang hadir terhadap orang yang akan mati, lalu dia 
berkata: “sesungguhnya Allah akan memberikan rizki terhadap anakmu, 
maka lihatlah dirimu, dan berwasiatlah di jalan Allah, bersedekahlah dan 
merdekakanlah budak. Sehingga hartanya habis. Hal itu akan 
menyusahkan terhadap ahli warisnya, maka hal itu dilarang.
125
 
Ayat ini tentu menganjurkan agar orang tua tidak egois 
mementingkan dirinya sendiri dan menelantarkan anak-anaknya 
meskipun dengan alasan kehidupan akhiratnya. 
Sementara itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu 
Daud Nabi Bersabda: 
 نع نِاويلْا رباج نب بهو نع قاحسا وبا انثدح نايفس انثدح يرثك نب دممح انثدح
 نب الله دبع َعْيِضُي َْنا ًاْثِْا ءْرَمْلِاب ىَفَك : ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر لاق: لاق ورمع
 ُتْوُق َي ْنَم126 
 
Artinya:  “Seseorang dianggap berdosa jika dia tidak menafkahi orang-
orang yang menjadi tanggungannya.” 
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Dengan nas}  di atas dapat dikatakan bahwa penelantaran 




C. Hak Anak dalam Beragama  
1. Hak Anak dalam Beragama Perspektif Hukum Positif 
a. Hak Beragama bagi seorang Anak 
Anak mempunyai nilai-nilai tersendiri yag harus dijaga, nilai 
tersebut salah satunya adalah bahwa seorang anak harusnya dilihat 
sebagai manusia yang utuh dan memiliki hak asasi yang harus 
dilindungi. Pandangan ini menuntut orang dewasa (orang tua biologis, 
pemerintah, dan masyarakat) harus bertanggung jawab penuh terhadap 
setiap anak yang lahir di dunia, entah dari siapa pun, dan di belahan 
dunia mana pun. Salah satu perlindungan anak yang harus dijaga adalah 
perlindungan di bidang hak dalam beragama.
127
 
Dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 
Pasal 28E ayat (1) dan  (2) menyatakan bahwa: 
1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, 
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah 
negara dan meninggalkannya serta berhak kembali 
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 
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Sedangkan dalam 28I bahwa hak beragama merupakan hak 
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non 
derogable human right). 
Pasal 22 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia mengatakan bahwa : 
1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya itu. 
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya 
masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan 
kepercayaanya itu. 
Hal ini juga diperkuat dengan ketentuan Deklarasi Universal 
tentang Hak Asasi Manusia Pasal 2 yang Mengatakan bahwa “setiap 
orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam 
deklarasi ini tanpa pembedaan dalam bentuk apa pun, seperti ras, warna 
kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan 
lainnya.”  
Dari beberapa ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak 
beragama bagi setiap orang termasuk bagi seorang anak adalah sesuatu 
yang didapatkannya sejak dia lahir. Oleh sebab itu, setiap anak 
mempunyai hak yang utuh untuk memeluk agama pun yang diyakininya 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  
Hal ini dikarenakan hak kebebasan berfikir juga mempunyai 
arti bahwa pemerintah harus memudahkan terwujudnya sebuah negara 



































atau pemerintahan yang maju dan menghargai pluralitas warganya dan 
tidak diskriminatif. Bagi anak, arti penting dari hak tersebut adalah agar 
anak dapat mengembangkan kecerdasannya secara jamak (logika 
matematika, linguistik verbal, body kinestetik, visual spasial, naturalis, 
interpersonal, kecerdasan musikal dan kecerdasan spiritual). Bagi 
masyarakat, arti penting dari hak tersebut bisa menciptakan masyarakat 
yang kreatif, toleran dan saling menghargai terhadap berbagai perbedaan 





b. Kebebasan Anak dalam Memilih Agama 
Kebebasan anak dalam memilih agama tentunya juga 
merupakan hak yang perlu diatur dalam perundang-undangan di 
Indonesia. Hal ini dikarenakan anak mempunyai keterbatasan-
keterbatasan dan tidak bisa disamakan dengan orang dewasa, sehingga 
juga memerlukan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin kepentingan 
terbaiknya di masa depan sebagaimana prinsip umum perlindungan 
anak.  
Seorang anak dapat menentukan agama pilihannya apabila 
anak tersebut berakal dan bertanggung jawab serta memenuhi tata cara 
dan syarat sesuai dengan agama yang dipilihnya. Apabila anak tersebut 
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Ketentuan mengenai kebebasan anak dalam memilih agama 
tersebut diatur di dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut :  
Pasal 6 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang 
perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak yakni : Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut 
agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan 
dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali  
Pasal 55 Undang-undang No. 39 Tahun 99 Tentang Hak Asasi 
Manusia yang juga menyatakan bahwa : “Setiap anak berhak untuk 
beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan 
tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan 
atau wali”. 
Pasal 42 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang dirubah 
dengan undang-undang No. 35 Tahun 2014 menyebutkan: 
1. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut 
agamanya. 
2. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk 
anak mengikuti agama orang tuanya. 
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Pasal 21 Konvensi Hak Anak (KHA) sebagaimana diratifikasi 
dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan 
Konvensi Hak-Hak Anak dalam Pasal 13 yakni:   
1. Anak harus memiliki hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, 
hak ini mencakup kebebasan mencari, menerima dan memberikan 
informasi dan semua macam pemikiran, tanpa memperhatikan 
perbatasan, baik secara lisan, dalam bentuk tertulis ataupun cetak, 
dalam bentuk seni, atau melalui media lain apa pun pilihan anak.  
2. Pelaksanaan hak ini dapat tunduk pada pembatasan-pembatasan 
tertentu, tetapi hanya akan seperti yang ditentukan oleh undang-
undang dan diperlukan:  
a. Untuk menghormati hak-hak atau nama baik orang-orang lain; 
atau  
b. Untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum, 
atau kesehatan, atau kesusilaan umum. 
Demikian juga dalam Pasal 14 Konvensi Hak Anak: 
1. Negara-negara Pihak harus menghormati hak anak atas kebebasan 
berpikir, hati nurani dan beragama. 
2. Negara-negara Pihak harus menghormati hak-hak dan kewajiban-
kewajiban orang tua, dan apabila berlaku, wali hukum, untuk 
memberikan pengarahan pada anak dalam melaksanakan haknya 
dengan cara yang sesuai dengan kemampuan anak yang sedang 
berkembang.  



































3. Kebebasan untuk menyatakan agama seseorang atau kepercayaan 
seseorang, dapat tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan seperti 
yang ditentukan oleh undang-undang dan yang diperlukan untuk 
melindungi keselamatan umum, ketertiban umum, kesehatan atau 
kesusilaan atau hak-hak atau kebebasan-kebebasan dasar orang lain. 
Secara subtansial Pasal 42 Undang-undang No. 23 Tahun 
2002 yang diubah dengan undang-undang No. 35 Tahun 2014 
mempunyai keterkaitan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 
47 yang menyebutkan bahwa:  
1) Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau 
belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan 
orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.  
2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan 
hukum di dalam dan di luar Pengadilan. 
 
c. Ancaman Atas Pelaku Pemaksaan Agama Terhadap Anak 
Hak beragama dan kebebasan memilih agama anak merupakan 
salah satu hak utuh yang dimiliki oleh seorang anak yang ditentukan 
dalam Undang-undang. Demikian juga merupakan salah satu hak 
kebebasan sipil wajib dilindungi dari campur tangan kelompok lain yang 
bisa merugikan kepentingan anak. Arti pentingnya adalah terjaganya 
kehidupan anak dari sikap paksaan dan segala bentuk diskriminasi yang 







































Oleh sebab itu, perundang-undangan di Indonesia juga 
mengatur ancaman bagi orang lain yang mencoba untuk merusak hak-
hak tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 86 Undang-undang No. 35 tahun 
2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, yakni: 
1. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, 
rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama 
lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut 
diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung 
jawab sesuai dengan agama yang dianutnya, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
 
3. Hak Beragama Seorang Anak dalam Hukum Islam 
a. Kewajiban orang tua mengajarkan anaknya tentang Islam 
Sebagaimana hadis Nabi bahwa anak lahir dalam keadaan 
fitrah dan lingkungan keluarganya yang akan menenetukan masa 
depannya, maka, orang tua mempunyai kewajiban untuk menuntun 
anaknya ke jalan yang benar sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam. 
Orang tua wajib mendidiknya dengan tauhid, akhlak dan syariat. Hal ini 
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semata-mata impelementasi dari Q.S. At-Tahri<m Ayat 6, yang 
menyerukan kewajiban orang tua untuk menyelamatkan keluarganya 
dari api neraka. 
Demikian juga, sebagaimana yang dikemas dalam bentuk  
kisah orang sholeh yang bernama Luqman oleh Al-Qur’an di dalam Q.S. 
Luqman Ayat 13: 
                        
     
Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di 
waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, 
janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya 





Dari dua ketentuan nas{ di atas, dapat dikatakan anak adalah 
anggota keluarga yang mempunyai hak untuk diselamatkan dari api 
neraka. Implementasi dari upaya tersebut adalah dengan mengenalkan 
anak terhadap Islam, seperti memberikan nasehat-nasehat terhadap 
anak, baik berupa ucapan, tindakan atau suri tauladan yang baik. Karena 
walau bagaimanapun kelak orang tua juga akan dimintai 
pertanggungjawaban atas keluarganya, termasuk atas istri dan anak-
anaknya. Hal ini sebagaimana di dalam hadis: 
 لماس انبرخا لاق يرهزلا نع سنوي انبرخا لاق الله دبع انبرخا لاق دممح نب رشب انثدح
امهنع الله يضر رمع نب الله دبع نب  الله لوسر نا مّلسو هيلع الله ىلصيق و ٍعَار ْمُكُّلُك :ل
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 ِتيب ىلع ٌةَّيِعَار ُةأرلماو ,ِهِتيب ِلهأ ىلع ٍعار ُلُجّرلاو ,ٍعار ُيرملأاو ,ِهِتّيعَر ْنَع ٌلْو ُئْسَم ْمُكُّلَُكو
كو ٍعار مكّلكف ,ِهِدَلَوَو اهِجوز.ِهِتَّيِعَر ْنع ٌلوئسم مكّل132  
Artinya:   “Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggung 
jawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah 
pemimpin, seorang suami adalah pemimpin seluruh 
keluarganya, demikian juga seorang istri adalah pemimpin 
atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang 
akan dimintai peratnggung jawaban atas kepemimpinan 
kalian.”133 
 
 ٍعار  sebagaimana yang disebutkan diatas secara bahasa adalah 
mengandung kata pengembala. Jika ditinjau lebih dalam bermakna  
seseorang yang bisa menjaga apa yang diamanatkan kepadanya. 
Sedangkan yang dimaksud term  ِهِتيب ِلهأ ىلع ٍعار ُلُجّرلاو adalah tanggung 
jawab seorang suami pada keluarganya, yaitu mampu memberi nafkah 
sesuai dengan kebutuhan, baik dia dalam kesulitan ataupun tidak, 
memerintahkan kepada anak istri untuk berbuat kebaikan, serta mampu 
memberikan nasehat-nasehat mengenai kebutuhan syara’.134 
b. Pemaksaan Terhadap Agama Anak 
Perbedaan agama merupakan suatu takdir tuhan yang muncul 
dari sanubari masing-masing manusia dan tidak mungkin terelakkan.  
Anjuran untuk saling menghormati kebebasan beragama dan keyakinan 
di dalam agama Islam terdiri dari dua macam sumber, yakni berdasarkan 
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nas{ Al-Quran dan hadis dan Hasil Konferensi (kesepakatan manusia). 
Sumber yang didasarkan pada nas{ untuk menghormati kebebasan 
beragama sebagaimana di dalam surat al-Ba<qarah Ayat 256; Al-Ka<firu<n 
Ayat 6; Al-An’a<m Ayat 108; Yu<nus Ayat 99; Al-Kahfi< Ayat 29; dan Al-
Gha<shiyah Ayat 21-22. Adapun sumber yang berasal dari hasil 
kesepakatan bersama atas rumusan manusia terdapat dalam piagam 
Madinah Pasal 25 dan dalam Pasal 18 Deklarasi Cairo.
135
 
Dalam piagam madinah Pasal 25 menjelaskan bahwa Yahudi 
bebas untuk memeluk agama mereka dengan teks bagi Yahudi agama 
mereka dan bagi kaum muslimin agama mereka.  Demikian juga dalam 
deklarasi Cairo Pasal 18A menjelaskan bahwa setiap orang mempunya 
hak untuk hidup dan perlindungan diri, agama, tanggungan, nama baik 
dan barang. 
Dalam hal keimanan anak, ini berkaitan dengan hak Allah 
yang ada tiga macamnya. Hak yang mengandung kebaikan seperti 
keimanan, hak yang mengandung keburukan seperti kekufuran dan 
terkahir adalah hak yang mengandung keduanya, seperti salat dan puasa. 
Hak di atas dikatakan sah pelaksanaannya bagi anak kecil yang 
mumayyiz.  
Macam pertama yakni hak Allah untuk diimani, bahwa adanya 
keimanan bagi anak adalah segi kemanfaatan belaka. Macam kedua, 
kekufuran bagi anak kecil hukumnya sah, dengan pertimbangan ketika 
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menganggap unsur keimanan dalam anak, maka kita juga harus 
mengaggap unsur kekufuran yang ada di dalamnya. Kemurtadzan anak 
kecil menurut Imam Shafi’i tidak diakui di dunia. Sebab itu  
mengandung mudharat dan tidak mengandung manfaat. Di antara yang 
menguatkan pendapat itu adalah, apabila kemurtadzan anak kecil diakui 
di dunia, maka berarti ia wajib dibunuh ketika dewasa. Padahal telah 
disepakati bahwa ia tidak dibunuh.
136
 
Hal ini berarti bahwa ketidak imanan seorang anak dalam 
Islam tidak diakui di dunia, karena anak dianggap lemah secara akal dan 
fisik. Namun demikian orang tua juga mempunyai kewajiban untuk 
membimbing dengan tanpa memaksa anak tersebut agar berada di jalur 
yang benar, yakni menjadi insan yang selamat dari api neraka. 
Secara umum  kemerdekaan beragama setiap orang dalam 
Islam adalah hak masing-masing individu. Oleh sebab itu tidak 
dibenarkan untuk melakukan pemaksaan agar orang lain mau masuk ke 
agama yang berbeda. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqo<roh Ayat 256. 
                            
                         
     
Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 
Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang 
sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada 
Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya 
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ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang 
tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 
mengetahui.”137 
 
Mohammad Talbi mengungkapkan bahwa diantara teks kitab-
kitab dalam beberapa Agama, hanya Al-Quran yang menegaskan 
kebebasan beragama. Alasannya adalah karena keimanan seseorang agar 
bisa dipercayai dan diyakini secara penuh harus direalisasikan dengan 
ihklas. Bukan sekedar peniruan dan pemaksaan. Karena memang faktor 




Wahbah Zuhaily di dalam Tafsir Al-Munir berkata: 
sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir At-Tobry dari Ibnu Abbas 
bahwa asbabun nuzu<l ayat ini adalah ada seorang Ans{or dari Bani Salim, 
dikatakan bahwa dia adalah Abu Al-H{ushain. Dia mempunyai dua anak 
Nasrani sedangkan dia adalah seorang Muslim. Maka dia berkata kepada 
Nabi: apakah saya akan memaksa mereka (masuk ke dalam Islam), 






 ulama berbeda pendapat 
dalam memahami ayat tersebut:  
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1. Ada yang mengatakan bahwa ayat tersebut telah dinasakh, karena 
Nabi pernah memaksa orang arab untuk masuk Islam. Nasikhnya 
adalah Q.S. AT-Taubah 73 yang berisi seruan berperang oleh umat 
Islam. 
2. Tidak dinasakh, tapi ayat tersebut diturunkan khusus untuk para 
Ahli Kitab. Hujjah dari qaul ini adalah Umar berkata kepada orang 
tua yang Nasrani: masuklah Islam kamu, Allah mengutus Nabi 
Muhammad dengan hak. Dia berkata bahwa dia sudah tua dan 
hampir mati. Lalu Umar berkata: Ya Allah islamkanlah dia dan 
Umar membaca ayat di atas. 
3. Sudai berkata: ayat ini turun dalam masalahnya seorang Ans{o<r yang 
dikatakan namanya adalah Hus{ain. Dia mempunyai dua anak, lalu 
datanglah para pedagang dari Sham ke Madinah dengan membawa 
zait, ketika mereka ingin keluar dari Madinah, kedua anak Hus{ain 
tersebut datang ke mereka, mereka mengajaknya untuk masuk 
Nasrani, lalu mereka berdua masuk Nasrani dan pergi bersama para 
pedagang ke Sham. Kemudian ayahnya datang ke Rasulullah seraya 
menangis dan dia berharap agar Rasul mengutus seseorang untuk 
mengembalikan agama anaknya, lalu turunlah ayat tersebut. 
Menurut Dalizar Putra ayat tersebut memepunyai beberapa 
makna:
141
 Pertama, Tidak ada paksaan untuk memeluk atau 
meninggalkan suatu agama tertentu. Kedua, Islam memberikan 
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kewenangan apa saja kepada non muslim berupa hak dan kewajiban apa 
saja, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan Islam . Ketiga, Islam 
menghormati Ahli Kitab, Bahkan lebih dari itu mereka diberikan 
kewenangan untuk melakukan diskusi dalam batasan etika yang benar 
dan jauh dari paksaan. 
Dari beberapa ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa 
seseorang tidak berhak untuk memaksa siapapun agar masuk ke dalam 
agama Islam. Bahkan salah satu asbab al-nuzu<l ayat di atas 
menyebutkan bahwa orang tua pun tidak diperbolehkan memaksa 
anaknya yang memilih agama Nasrani untuk masuk ke dalam agama 
Islam. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Wahbah Zuhaily: 
“janganlah kamu sekalian memaksa seseorang untuk masuk ke dalam 
agama Islam. Karena keimanan bisa berdiri atas dasar penerimaan, 
hujjah dan burhan. Bukan dengan paksaan”.142 
Apabila dikorelasikan ketentuan Q.S. At-Tahrim Ayat 6 
tersebut dengan nas{ yang lain mengenai kewajiban orang tua dan 
pertanggung jawabannya terhadap anak kelak di akhirat, dapat 
disimpulkan ada batasan-batasan yang harus orang tua lakukan dan tidak 
boleh lakukan. Di sisi lain orang tua berkewajiban terus membimbing 
anaknya dengan segenap jiwa raga menuju jalan yang benar sesuai 
dengan ketentuan syara’ agar anaknya bisa menyelamatkannya dari api 
neraka. Namun di sisi yang berbeda, orang tua juga tidak diperbolehkan 
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untuk memaksa anaknya yang sudah berikrar masuk ke agama yang 
berbeda sebagaimana Q.S. Al-Baqoroh Ayat 256. Karena dengan cara 
apapun, apabila Allah belum memberikan hidayah kepadanya, maka dia 
akan tetap seperti itu. Hal ini sejalan dengan yang tertera dalam Q.S. Al-
Qas{s{a<s Ayat 56. 
                       
        
Artinya  “Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk 
kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi 
petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih 
mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.”143 
 
Oleh sebab itu, mengingat sifat fitrah yang dimiliki seorang 
anak, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah penting. Maka 
tidak terlalu berlebihan apabila orang tua kemudian disalahkan ketika 
anaknya lebih memilih agama yang lain daripada Islam, mengingat 
bahwa segala tindak tanduk anak secara psikologis dan sosiologis akan 
mengalir mengikuti lingkungan sekitar. 
 
 
                                                          
143
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an & Tafsirnya, Jilid 7..., 313. 




































ANALISIS KOMPARATIF MENGENAI HAK-HAK ANAK DALAM 
KELUARGA 
 
A. Analisis Komparatif Mengenai Deskripsi dan Prinsip Perlindungan Anak 
1. Definisi Anak 
Dalam hukum positif di Indonesia Undang-undang yang mengatur 
mengenai definisi anak terdapat dalam beberapa perundang-undangan, 
termasuk di antaranya adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang 
perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak; Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974; Kompilasi Hukum 
Islam; Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan 
lain-lain. Beberapa perundang-undangan tersebut ada yang memang fokus 
pada hak-ahak anak seperti Undang-undang tentang Perlindungan Anak, ada 
yang menjadikan hak anak sebagai bab khusus seperti Undang-undang 
tentang Hak Asasi Manusia, dan ada pula yang hanya menjadi sub bab 
berupa beberapa Pasal saja sebagaimana Undang-undang tentang Perkawinan 
dan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan semangat dalam beberapa 
perundang-undangan tersebut menjadikan ketentuan-ketentuan mengenai 
anak berbeda, salah satunya adalah mengenai batasan usia anak.   
Definisi anak dalam hukum positif yang lebih menekankan pada 
aspek pembatasan usia melahirkan banyak perbedaan mengenai definisi 
anak, sebagaimana dalam tabel berikut: 




































Batasan Usia Anak dalam Hukum Positif 
 
No Peraturan Batas Usia 
Kedewasaan 
Keterangan 
1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 
tentang perubahan atas Undang-
undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak 
18 Tahun  
- 
2 Undang-undang Perkawinan No. 1 
Tahun 1974 
18 Tahun  
- 
3 Kompilasi Hukum Islam 21 Tahun  
- 
4 Undang-undang No. 4 Tahun 1997 
tentang Kesejahteraan Anak 







5 Undang-undang No. 3 tahun 1997 
tentang Pengadilan 

















6 Putusan MA No. 53K/Sip/1952 
tanggal 1 Juni 1952, 
 
15 tahun untuk perkara 
yang terjadi di 
daerah Bali. 
7 Putusan MA No. 601 K/1976 tanggal 
18 November 1976, 
20 tahun untuk perkara 
yang terjadi di 
daerah Jakarta 



































8 Konvensi Hak Anak sebagaimana 
diratifikasi dengan Keputusan 
Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang 
Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak 










10 Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata 





Implikasi dari perbedaan defiinisi dalam batasan usia anak yang 
bermacam-macam dapat menjadikan kebijakan perlindungan anak karut 
marut. Hadi Supeno mengungkapkan bahwa seharusnya setelah disahkan 
Undang-undang tentang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum 
dikategorikan sebagai lex spcialis, maka ketentuan lainnya tentang definisi 
anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dikeluarkan serta berkaitan 
dengan pemenuhan hak anak.
144
 
Demikian juga Nasir Jamil, dia berpendapat bahwa seharusnya 
perundang-undangan di Indonesia tidak tumpang tindih mengenai batasan 
usia seorang anak, perundang-undangan harus memiliki satu definisi 
mengenai anak, sehingga dalam tataran praktis, hal tersebut tidak 
menimbulkan kendala. Untuk itu menurut Nasir Jamil, Undang-undang 
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tentang perlindungan anak seharusnya menjadi rujukan bagi sesuatu yang 
berhubungan dengan pemenuhan hak-hak anak.
145
 
Salah satu dampak apabila terjadi ketimpangan mengenai 
beberapa perundang-undangan tersebut seperti dalam Undang-undang  No. 
1997 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah yang 
berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Ini berarti anak yang berumur 17 
tahun dan sudah kawin akan berubah status menjadi orang dewasa yang 
menyebabkan dia akan kehilangan hak-haknya, karena memang dalam 
Undang-undang Perlindungan anak tidak diatur ketentuan bahwa anak yang 
sudah menikah dinyatakan sudah dewasa
146
  
Hal ini senada dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Konvensi 
Hak Anak yang memang mengakui bahwa ada kemungkinan perbedaan batas 
usia anak dalam beberapa negara, oleh sebab itu komite hak anak 
menekankan agar setiap negara pihak menyelaraskan dan meratifikasi batas 




Sudah saatnya, para pihak yang mempunyai keterkaitan dengan 
perlindungan anak duduk bersama membicarakan sinkronisasi intrumen 
regulasi perlindungan anak. Komisi Hukum Nasional (KHN) perlu 
mengagendakan program harmonisasi peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan anak. Bila misinya satu, melindugi anak, seharusnya juga 
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mengenal satu definisi, definisi universal yang mengikat karena ratifikasi 
negara, yaitu undang-undang yang secara khusus menyangkut perlindungan 
anak. Maka harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah konsekuensi 
logis dari diratifikasinya perjanjian internasional KHA.
148
 
Menurut Erna Sofyan Syukrie, negara-negara pihak (yang telah 




1. Memeriksa dan menganalisis perundang-undangan yang ada dan masih 
dalam proses perencanaan/pembentukannya; 
2. Meninjau ulang lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan 
pelaksanaan konvensi hak anak; 
3. Mengusulkan langkah-langkah pintas penyelarasan ketentuan konvensi 
hak anak; 
4. Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku tetapi 
perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat; dan 
5. Memperioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan 
untuk mengefektifkan pelaksanaan Konvensi Hak Anak /penyelarasan 
Konvensi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia. 
Serupa dengan yang dikemukakan Syahmin AK yang menurutnya 
ada tiga hal yang berkaitan dengan konsekuensi peratifikasian suatu 
perjanjian internasional dan pembentukan atau perkembangan hukum 
nasional: 
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1. Merumuskan/menyatakan (declare) atau menguatkan kembali 
(confirm/estate) aturan hukum internasional yang sudah ada; 
2. Mengubah/menyempurnakan (modify) ataupun menghapuskan (abolish) 
kaidah-kaidah hukum internasional yang sudah ada, untuk mengatur 
tindakan-tindakan yang akan datang; 
3. Membentuk kaidah-kaidah hukum internasional yang baru sama sekali 
yang belum ada sebelumnya.
150
 
Sedangkan Joni juga menyatakan hal senada bahwa konsekuensi 
ratifikasi KHA adalah mengharmonisasikan hukum Nasional, dengan 
membuat atau melakukan hal-hal sebagai berikut: 
1. Mengintroduksi hak-hak anak dalam Konvensi hak Anak ke dalam  
perundang-undangan Nasional dan hukum Positif; 
2. Meninjau kembali hukum positif yang tidak sesuai dengan Konvensi 
Hak Anak; 
3. Melakukan identifikasi kemungkinan perlunya penyusunan pertauran 
perundang-undangan, prosedur/atau lembaga yang dapat membantu 
pelaksanaan Konvensi hak Anak
151
 
Di samping itu, kiranya diperlukan juga penambahan sektor 
sumber daya manusia yang fokus pada permasalahan anak, seperti hakim 
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anak, penunutut umum anak, penyidik anak, ahli-ahli kriminologi anak dan 
pekerja-pekerja sosial yang memebentu balai kemasyarakatan.
152
 
Sedangkan definisi anak dalam Islam, hal tersebut tidak hanya 
diatur berdasarkan batas usia, melainkan juga berdasarkan aspek yang lain, 
termasuk diantaranya adalah haid bagi perempuan, dan ihtila<m bagi laki-laki 
dan perempuan. Mengenai haid dan ihtila<m, ulama sepakat bahwa laki-laki 
atau perempuan di atas 9 tahun yang telah melalui aspek tersebut dinyatakan 
sebagai seorang yang telah dewasa. Sedangkan batasan usia kesempurnaan 
apabila tidak mengalami haid dan ihtilam, dalam hal ini ulama berebda 
pendapat. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam tabel di bawah: 
Tabel 4.2 
Batas usia dewasa untuk laki-laki dalam Islam 
 
NO Tanda Pendapat 
1 Keluar sperma karna ihtila>m setelah 9 Jumhur Ulama 
2 Umur 15 tahun tidak keluar sperma Abu Yusuf dan 
Muhammad (teman dan 
murid Abu Hanifah), 
As-Syafi’i dan Ahmad 
bin Hanbal 
3 Umur 18 tahun tidak keluar sprema Abu Hanifah sebagian 
Malikiyyah 
4 Umur 17 tahun tidak keluar sperma Sebagin malikiyyah 
 
                                                          
152
 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di 
Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2010), 55. 




































Batas usia dewasa untuk perempuan dalam Islam 
NO Tanda Pendapat 
1 Haid atau ihtila>m setelah 9 tahun Jumhur ulama 
2 15 Tahun belum haid atau ihtila>m Abu Yusuf dan Muhammad 
(teman dan murid Abu 
Hanifah), As-Syafi’i dan 
Ahmad bin Hanbal 




Beberapa ketentuan di atas memiliki arti bahwa dalam hukum 
Islam ketentuan mengenai batasan usia anak juga terjadi perbedaan pendapat 
antar kalangan pakar fiqh. Perbedaannya apabila dalam hukum positif ada 
pada ketentuan perundang-undangan yang notabene bisa diselesaikan dengan 
sinkronisasi hukum atau beberapa bidang memaki teori lex spesialis atau lex 
superior. Sedangkan dalam hukum Islam, perbedaan pendapat membolehkan 
ummat Islam untuk memilih diantara pendapat-pendapat tersebut.   
2. Definisi Hak Anak 
Hak anak dalam hukum positif secara umum memang berdasar 
pada UUD 1945, tapi dalam realitasnya pemenuhan hak anak lebih banyak 
dipengaruhi oleh unsur HAM dan aspek kebebasan bagi anak yang 
bersumber pada Konvensi Hak Anak. Oleh sebab itu, realisasi hak anak lebih 



































menjunjung kebebasan, bersifat universal dan tidak begitu banyak 
menyinggung masalah keagamaan sebagaimana kultur di Indonesia.  
Sedangkan dalam Islam, hak anak diatur secara spesifik dan lebih 
rinci. Hak anak ada semenjak dalam kandungan, bahkan sebelum itu, 
dilanjutkan dengan hak melakukan aqiqah atasnya, hak menyusui, hak 
memberikan nafkah dan lain-lain. Ajaran Islam terkait hak anak langsung 
dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.
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3. Hak Anak Sebelum Dilahirkan 
Pada dasarnya antara Perundang-undang di Indonesia sepakat 
bahwa hak anak mulai diterapkan sejak anak sebelum lahir hal ini 
sebagaimana dalam Undang-undang mengenai Hak Asasi Manusia No. 39 
Tahun 1999  ayat ke-2 yakni  “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk 
kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak 
dalam kandungan. Dan juga dalam mukaddimah Deklarasi Hak Anak 
dinyatakana bahwa “Anak karena ketidak mampuan Jasmani dan mentalnya, 
memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan 
hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahiran.”  
Sedangkan dalam hukum Islam hak anak bahkan diatur sejak 
sebelum kelahiran. Hal ini nampak dari anjuran Nabi agar ummatnya 
mengutamakan untuk memilih pasangan yang baik agamanya dan selalu 
berdoa agar memiliki anak yang sholeh.  
4. Prinsip Perlindungan Anak 
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Prinsip perlindungan anak dalam hukum positif sebagaimana 
dalam Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Anak mengacu pada Undang-
Undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan KHA, yakni: non 
diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, 
kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat 
anak. Prinsip-prinsip tersebut mengandung unsur keseimbangan antara hak-
hak individualitas anak dan  hak pengembangan masa depannya. Artinya 
meskipun orang tua wajib merealisasikan hak-hak anak untuk kepentingan 
terbaik di masa depannya, namun juga tidak boleh menyalahi hak-hak anak 
yang berkaitan dengan hak individunya, seperti tidak boleh melakukan 
kekerasan, menghargai pendapatnya dan lain-lain. 
Sedangkan dalam hukum Islam,  prinsip perlindungan anak tidak 
diatur secara universal sebagaimana hukum positif. Prinsip-prinsip mengenai 
perlindungan anak dalam Islam pada dasarnya diatur secara spesifik sesuai 
dengan bidang masing-masing, seperti mengenai kewajiban menyusui orang 
tua terhadap anaknya, kewajiban mendidik dengan baik, kewajiban memberi 
nafkah dan lain-lain. 
Dalam Islam, prinsip perlindungan anak dapat dikategorikan 
mempunyai dua tujuan: tujuan dunya<wiyyah dan tujuan ukhra<wiyyah. 
Tujuan dunya<wiyyah lebih kepada tujuan untuk masa depan anak di dunia, 
sedangkan tujuan ukhra<wiyyah adalah tujuan kehidupan anak di akhirat. 
Prinsip perlindungan anak dalam Islam lebih menekankan kepada prinsip 
ukhra<wiyyah, sedangkan dunya<wiyyah hanya sebagai jembatan untuk 



































ukhra<wiyyah yang lebih baik. Oleh sebab itu, dalam Islam hak-hak individu 
dan asasi boleh dikesampingkan demi kebaikan anak dalam kehidupan 
ukhra<wiyyahnya. Seperti contoh bolehnya memukul anak untuk mendidik 
agar dia menjadi anak yang taat terhadap agama. 
Persamaan antara prinsip perlindungan anak dalam hukum positif 
dan hukum Islam adalah sama-sama mengandung semangat kepentingan 
terbaik bagi seorang anak. Perbedaannya adalah bahwa Islam memandang 
masa depan anak tidak hanya sebatas di kehidupan dunia, namun juga di 
akhirat. Sedangkan dalam hukum positif tidak mencantumkan hal tersebut. 
 
B. Analisis Komparatif Mengenai Hak Pemenuhan Pendidikan Anak 
1. Kewajiban Orang Tua dalam Memeuhi Hak Pendidikan Anak 
Hak memperoleh pendidikan anak dalam hukum positif, 
sebagaimana dalam Pasal 26 Undang-undang Perlindungan anak mengatur 
bahwa orang tua secara mutlak berkewajiban untuk mendidik anak. 
Kewajiban ini juga berbarengan dengan kewajiban mengasuh, memelihara 
dan melindungi. Oleh sebab itu, kewajiban mendidik anak dalam hukum 
positif tidak boleh dipisahkan dengan prinsip perlindungan anak. Sehingga 
mendidik anak juga harus diartikan untuk melindungi anak.  
Sedangkan dalam Islam, terdapat anjuran yang mengharuskan 
orang tua agar menyelamatkan anaknya dari api neraka. Ini berarti bahwa 
dalam prosesnya, dia harus dibekali dengan pendidikan yang matang dan 
orang tua wajib memberikan pendidikan terhadapnya. Sedangkan apabila 



































hak memperoleh pendidikan ini dikaitkan dengan hak pengasuhan 
sebagaimana hukum positif, maka dalam hal ini pembahasannya adalah 
mengenai haz{a<nah. Sedangkan dalam haz{a<nah, ulama terbagi dalam 4 hukum 
yakni: wajib dan harus direalisasikan; tidak wajib dan boleh digugurkan; 
tidak wajib kecuali menafkahi adalah diwajibkan terhadapnya; boleh 
digugurkan asalkan si anak menerima.  
Maka jelas terdapat perbedaan antara ketentuan hukum Islam dan 
hukum Positif, karena dalam hukum positif menerangkan kewajiban orang 
tua dalam mendidik dan mengasuh anaknya secara mutlak, sedangkan dalam 
hukum Islam terjadi perbedaan pendapat. 
2. Bentuk Pendidikan Terhadap Anak   
Adapun bentuk pendidikan terhadap anak dalam hukum positif hal 
ini diatur dalam KHA, Undang-undang Perlindungan Anak dan beberapa 
perundang-undangan yang lain. Dalam hukum positif, bentuk pendidikan 
anak dapat dikatakan mengacu pada dua hal, yakni pengembangan pikiran 
dan pengembangan budi. Pengembangan pikiran sebagaimana dalam Pasal 
29 KHA poin a dan Pasal 50 Undang-undang Perlindungan anak poin a dan 
poin d. Sedangkan pengembangan budi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 
29 KHA poin b sampai dengan poin e dan Pasal 50 Undang-undang 
Perlindungan Anak di poin b,c, dan e.  
Sedangkan bentuk pendidikan anak dalam Islam diatur menjadi 
dua bagian. Adakalanya hak pendidikan anak yang berkaitan dengan 
hubungannya terhadap Allah dan juga  dengan manusia. Dalam hubungan 



































dengan Allah orang tua berkewajiban agar anaknya benar-benar mengenal 
Allah dengan tujuan keselamatan kehidupan akhiratnya.  Sedangkan 
hubungan dengan manusia, Islam juga mempunyai kesamaan dengan hukum 
positif yang juga memberikan anjuran agar orang tua memberikan anaknya 
pendidikan untuk menunjang kehidupan sosial dan masa depannya, namun 
dalam Islam lebih pada aspek-aspek yang spesifik. Seperti bentuk pendidikan 
mengenai akhlak, menulis, berenang, dan memanah untuk melindungi 
dirinya. Sedangkan dalam hukum positif, dalam beberapa pasalnya, hanya 
menyebutkan ketentuan-ketentuan yang global, namun tetap memiliki esensi 
yang sama, yakni kepentingan terbaik bagi masa depan anak.  
Perbedaanya adalah, dalam pendidikan mengenai hubungan antar 
manusia, Islam lebih memprioritaskan pada bentuk pendidikan budi atau 
akhlak daripada yang lain, semisal berenang dan memanah. Sedangkan dalam 
hukum positif, posisi antara pengembangan budi dan pikiran ialah setara, 
tidak ada yang diprioritaskan. 
3. Ancaman Bagi Orang yang Tidak Memenuhi Hak Pendidikan Anak   
Disamping itu, dalam hukum positif tidak ditemukan ketentuan 
yang secara khusus memberikan ancaman atau hukuman terhadap orang tua 
yang tidak melaksanakan kewajiban memenuhi pendidikan anak dalam 
keluarga. Meskipun tercantum dalam Pasal 9 Undang-undang No. 23 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga namun lebih 
mengacu terhadap penelantaran terhadap hak pemeliharaan ekonomi dan 
kebebasan bergerak dengan ancaman ketentuan pidana penjara paling lama 3 



































tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000 sebagaimana dalam Pasal 49. 
Sementara itu di dalam Islam, ada ketentuan yang berisi ancaman bagi orang 
tua yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagaiman 
perkataan Ibnu Umar, dan juga ganjaran surga bagi orang tua yang 
melaksanakan kewajibannya sebagaimana hadis Ibnu Abbas. 
 
C. Analisis Komparatif Mengenai Hak Pemeliharaan Ekonomi Anak 
1. Kewajiban Pemeliharaan Ekonomi Anak  
Hukum positif mengatur bahwa kewajiban pemeliharaan hak 
ekonomi terhadap anak adalah bersifat memaksa (dwingendrecht), artinya 
kewajiban orang tua terhadap anaknya tidak boleh dilepaskan dengan 
membuat perjanjian untuk hal tersebut. Orang tua wajib untuk memenuhi hal 
tersebut sesuai dengan kemampuannya dengan tanpa ada klasifikasi-
klasifikasi.
154
 Sedangkan dalam Islam, kewajiban tersebut dibagi menjadi 
beberapa bagian dan terdapat perbedaan pendapat di setiap bagiannya. 
Bahkan Ulama Malikiyyah berpendapat orang tua tidak wajib bekerja jika 
tujuannya hanya untuk menafkahi anak. 
Hukum positif yang mengatur mengenai hak pemeliharaan 
ekonomi anak terdapat dalam hampir semua perundang-undangan yang 
membahas tentang anak. Meskipun dalam dialektikanya terdapat perbedaan, 
namun pada dasarnya hak pemeliharaan ekonomi anak mempunyai esensi 
yang sama, yakni untuk kepentingan terbaik bagi anak. 
                                                          
154
 Rosnindar Sembiring, Hukum Keluarga, Harta-Harta...,151. 



































Sedangkan hak pemeliharaan ekonomi anak dalam Islam bisa 
mendekati pada dua bab pembahasan. Ada kalanya hid{a<nah  yang berarti 
pengasuhan dan pendidikan, dan juga ada kalanya nafkah yang berarti orang 
tua wajib memenuhi kebutuhan berupa makanan, pakaian dan tempat 
tinggal, sebagaimana pendapat Ulama Hanafiah.
155
 Namun sejatinya, 
cakupan pembahasan mengenai hak pemeliharaan ekonomi ini menurut 
penulis lebih dekat terhadap pembahasan mengenai nafkah anak. Maka 
implikasinya juga mengikuti ketentuan-ketentuan mengenai nafkah anak 
dalam Islam. 
Mengenai kewajiban orang tua dalam merealisasikan pemeliharaan 
ekonomi bagia anak, hal ini juga terdapat perbedaan pendapat dalam Islam. 
Karena dalam Islam anak diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, berbeda 
dengan hukum positif yang sama sekali tidak menyinggung mengenai 
klasifikasi tersebut. Dalam Isalm anak dibedakan dalam beberapa klasifikasi, 
ada kalanya laki-laki atau  perempun, kaya atau fakir, mampu bekerja atau 
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Ketentuan mengenai hak pemeliharaan anak bagi laki-laki 
 







- Fakir Wajib menafkahi 
Kecil - Tidak 
mampu 
bekerja 
- - Wajib menafkahi 
Dewasa - Tidak 
mampu 
bekerja 
- Fakir Wajib menfakhi 
Dewasa Mampu 
bekerja 












Ketentuan mengenai hak pemeliharaan anak bagi perempuan 
 







- Fakir Wajib menafkahi 
sampai dia menikah 
Dewasa Mampu 
bekerja 
- - Besar Wajib menafkahi 






Kaya - Tidak wajib 
menafkahi 
 




































2. Batas Usia Pemeliharaan Ekonomi Anak 
Adanya disharmoni hukum mengenai perlindungan anak menjadi 
penyebab utama terjadinya kerancuan dalam hukum positif. Seperti dalam 
Undang-undang Kesejahteraan Anak yang mengatur batas umur anak yakni 
21 atau ketika dia sudah menikah, berbeda dengan Undang-undang 
Perlindungan Anak yang menyebutkan umur 18 tanpa ada ketentuan 
mengenai dilangsungkannya perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, 
batas pemeliharaan anak sampai batas usia dewasa adalah 21 tahun, 
sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan. Ini berarti anak yang meskipun lebih dari 21 




Sedangkan dalam Islam batas usia pemeliharaan anak juga mengacu 
pada batasan usia kedewasaan anak, namun juga terdapat perbedaan 
pendapat. Hanya ada perbedaan mengenai laki-laki dan perempuan. Laki-laki 
batas pemeliharaan ekonomi ialah terjadi perbedaan pendapat. Wahbah 
Zuhaily mengatakan bahwa batasnya sampai seorang anak balig, sedangkan 
Qodiry Basyan mengatakan sampai dia mampu bekerja meskipun belum 
balig. Sedangkan untuk perempuan ialah sampai dia menikah. Demikian juga 
dalam pemeliharaan ekonomi anak laki-laki, Yang Diprioritaskan dalam 
Melakukan Pemeliharaan Ekonomi Anak 
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Pemeliharaan ekonomi terhadap anak dalam Islam lebih 
ditekankan terhadap ayahnya, bedasar kepada Hadis yang diriwayatkan oleh 
Siti Aishah. Hal tersebut sejalan dengan beberapa ketetuan dalam hukum 
positif yang lebih menekankan pemeliharaan ekonomi anak terhadap seorang 
ayah seperti undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 
adapun dalam Undang-undang yang lain tidak menyebutkan secara spesifik, 
hal ini berarti bahwa kedua orang tua sama-sama mempunyai kewajiban 
untuk pemeliharaan ekonomi anak. 
3. Orang Tua Mengambil Harta Anak 
Perbedaan yang mencolok ialah mengenai kebolehan orang tua 
dalam mengambil atau memakai harta anak yang masih kecil. Dalam 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 106 dan Undang-undang Perkawinan Pasal 
48, orang tua tidak diperbolehkan mengambil harta anak yang masih kecil, 
kecuali untuk keperluan mendesak bagi keselamatan anak. Bahkan orang tua 
berkewajiban untuk mengembangkan harta tersebut dengan catatan apabila 
terjadi kerugian, dia harus menggantinya. Sedangkan dalam Pasal 311-314 
KUH Per, orang tua diperbolehkan mengambil harta milik anak dengan 
beberapa syarat dan ketentuan, salah satunya adalah pentasarrufannya harus 
jelas dan harta bukan berasal dari hasil kerja si anak. 
Sedangkan Islam membedakan pemenuhan hak pemeliharaan anak 
antara laki-laki dan perempuan sebagaimana diterangkan di atas. Namun 
pada dasarnya Jumhur Ulama sepakat bahwa anak yang mempunyai harta 
atau kaya, orang tuanya boleh mengambil hartanya untuk kebutuhan si anak. 



































Mengenai kebolehan mengambil harta anak, Al-Muqdisy mengatakan bahwa 
ayah boleh mengambil harta anaknya dengan dua syarat: Pertama, tidak 
boleh diberikan kepada orang lain; Kedua, tidak boleh dipakai untuk 




4. Ketentuan Mengenai Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua 
Pemeliharaan anak dalam undang-undang perkawinan sudah 
hampir sesuai dengan beberapa nasehat Lukman Hakim dalam Al-Quran. 
Kewajiban orang tua telah terpenuhi apabila anak telah dapat berdiri sendiri 
atau telah kawin. Yang menarik adalah, Undang-undang Perkawinan dan 
Undang-undang Perlindungan Anak menekankan adanya kewajiban anak 
terhadap orang tua, yang tampaknya hal ini tidak diatur di dalam Kompilasi 
Hukum Islam dan Konvensi Hak Anak. Namun walau bagaimanapun harus 
ada penyeimbangan antara hak dan kewajiban. Kewajiban orang tua adalah 
hak pemeliharaan yang diperoleh oleh anak. Ketika anak menerima haknya, 
dia juga harus melakukan kewajibannya.
158
  
Adapun dalam Islam, ada kewajiban-kewajiban yang harus 
dilakukan oleh anak. Namun dengan catatan, kewajiban tersebut bukan 
merupakan timbal balik dari pemenuhan hak oleh orang tua. Artinya 
meskipun anak tidak melakukan kewajibannya, orang tua tetap harus 
merealisasikan haknya. 
5. Besaran Hak Pemeliharaan Ekonomi Anak 
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Dalam hukum positif besaran materi hak pemeliharaan ekonomi 
anak dilaksanakan sesuai dengan batas kemampuan orang tua. Hukum 
Positif sama sekali tidak mengatur mengenai nominal, meskipun orang tua 
dinyatakan mampu. Kecuali bagi anak yang orang tuanya sudah bercerai. 
Adapun mengenai besaran materi anak dalam Islam, ulama sepakat bahwa 
hal tersebut tergantung dari kemampuan orang tua, namun apabila orang tua 
dinyatakan mampu, maka pemeliharaan hak ekonomi mengikuti kadar 
kebutuhan bulanan anak. Sedangkan mengukur nafkah dengan besaran uang 
tunai, maka terjadi perbedaan pendapat. Ulama syafi’iyyah, Malikiyyah dan 
Hanabilah mengatakan tidak boleh, kecuali sudah ada kesepakatan. 
Sedangkan Hanabilah membolehkan atau berdasarkan keputusan hakim.  
6. Pemeliharan Ekonomi Anak Pasca Cerai 
Terdapat perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam dalam 
pemeliharaan ekonomi pasca cerai. Dalam Islam hak pemeliharaan 
tergantung dari siapa yang memiliki hak haz{a<nah bagi anak tersebut, 
sedangkan dalam hukum positif, sesuai dengan pasal 41 Undang-undang 
Perkawinan ialah lebih ditekankan terhadap ayah. Apabila ayah tidak mampu 
baru kemudian terhadap ibu. Dalam hukum positif posisi haz{a<nah dan 
pemeliharaan ekonomi ialah berbeda.  
Haz{a<nah lebih ditekankan kepada ibu sebagaimana Pasal 105 KHI, 
apabila dia mumayyiz dia diberikan hak untuk memilih. Hal ini sejalan 
dengan pemeliharaan ekonomi anak pasca cerai dalam Islam, sebagaimana 
hadis Abdullah ibn Amr lebih diprioritaskan terhadap ibunya, selagi ibu 



































tersebut tidak menikah lagi. Adapun apabila sudah dewasa, maka anak 
diberikan haknya untuk memilih diantara keduanya sesuai hadis dari Abu 
Hurairah. Namun terjadi perbedaan pendapat dari Imam Malik dan Abu 
Hani<fah. Abu< Hani<fah berkata: apabila dia bisa merawat diri sendiri, makan 
sendiri, istinja<’ sendiri, maka ayahnya lebih utama untuk mengurusnya. 
Sedangkan Imam Malik berkata ibunya lebih berhak merawatnya sehingga 
dia tumbuh gigi depannya. Apabila anak berpenyakit dia lebih diutamakan 
dengan ibunya.  Sedangkan dalam KUH per, yang berhak menentukan semua 
itu adalah hakim.  
Sedangkan besaran pemeliharaan ekonomi dalam hukum positif, 
ialah tergantung terhadap keputusan hakim. Adapun bagi Pegawai Negeri 
Sipil akan diambil 1/3 dari gajinya. Dalam Islam pemeliharaan ekonomi 
pasca cerai tetap mengikuti kaidah hukum nafkah yang berlaku. 
Apabila seorang ayah sebelum dia bercerai tidak melakukan 
kewajiban pemeliharaan ekonomi, maka dalam Islam ada dua pendapat: 
Pertama, Menurut Hani<fiyyah nafkah anak tidak bisa menjadi hutang yang 
harus dipertanggung jawabkan orang tua, meskipun sudah diputuskan oleh 
Hakim. Kedua, Menurut As-Shafiiyah nafkah anak menjadi hutang dengan 
syarat ada putusan dan ijin Hakim. Oleh sebab itu, ketentuan mengenai 
pembayaran hak anak yang dianut di Pengadilan  Agama atau Negeri di 
Indonesia sejalan dengan pendapat Imam Syafi’i yang menjadikan nafkah 
anak sebagai hutang yang harus dibayar oleh orang tuanya. 
 



































D. Analisis Komparatif Mengenai Hak Beragama Bagi Anak 
1. Kebebasan Beragama Anak Dan Intervensi Orang Tua 
Dalam  Pasal 21 dan Pasal 14 Konvensi Hak Anak menyatakan 
bahwa negara pihak harus menghargai hak atas kebebasan mengeluarkan 
pendapat, beragama dan keyakinan anak. Artinya ketentuan tersebut 
menginginkan agar anak diberikan kebebasan dalam menganut agama yang 
diyakininya. Namun ternyata dalam Pasal 6 Undang-undang Perlindungan 
Anak dan Pasal 55 Undang-undang HAM terdapat tambahan bahwa anak 
berhak beribadah menurut agamanya berdasarkan bimbingan orang tua. 
Artinya kebebasan anak yang dicantumkan dalam KHA dibatasi oleh 
Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang HAM dengan 
ketentuan adanya bimbingan orang tua. Demikian juga dalam Pasal 42 
Undang-undang anak yang belum menentukan agamanya, agamanya 
mengikuti agama orang tuanya. 
Ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama anak dapat 
diintervensi oleh orang tua melalui pendidikan dan bimbingan (tanpa 
paksaan). Bimbingan orang tua dinyatakan tidak bertentangan dengan KHA 
karena Pasal tersebut mempunyai relevansi dengan Pasal 14 KHA ayat 3 
yang mengatakan bahwa kebebasan untuk menyatakan agama seseorang atau 
kepercayaan seseorang dapat tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan 
seperti yang ditentukan oleh Undang-undang. Artinya intervensi bimbingan 
orang tua terhadap kebebasan beragama anak masih sesuai dengan semangat 
ratifikasi. 



































Sedangkan dalam Islam, pada dasarnya pemaksaan terhadap 
agama itu dilarang. Hal ini sejalan dengan Q.S. Al-Baqoroh Ayat 256. 
Mengenai kebebasan beragama bagi anak, dalam Islam anak diibaratkan 
sebagai kertas putih atau fitrah, tergantung orang tua akan membawanya ke 
mana.  Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran orang tua sangat dianjurkan agar 
mendidik anaknya agar selamat dari api neraka dan tidak menyekutukan 
Allah. Namun apabila seorang anak memilih agamanya sendiri dan berbeda 
dengan agama orang tuanya yang muslim, maka hal tersebut menurut Imam 
Syafi’i tidak dianggap di dunia dan anak tersebut tidak terkena syara’ 
hukuman sebagaimana seorang yang murtad dewasa. Namun orang tua 
dengan tanpa pemaksaan, masih tetap harus melakukan bimbingan terhadap 
anaknya, karena walau bagaimanapun anak akan menjadi pertanggung 
jawaban kelak di akhirat.   
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam hukum positif dan 
hukum Islam, kebebasan beragama bagi seorang anak tunduk pada 
bimbingan orang tua. Perbedannya adalah, Islam mengharuskan orang tua 
agar melakukan bimbingan terhadap anaknya supaya dia tetap beragama 
Islam dan menjadi muslim yang baik.  
2. Pemaksaan Terhadap Agama Anak 
Dalam hukum positif di Indonesia bentuk pemaksaan terhadap 
agama seseorang akan dikenai sanksi pidana. Hal ini sejalan dengan Pasal 86 
Undang-undang Perlindungan Anak dengan sanksi pidana penjara paling 



































lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 
(seratus juta rupiah). 
Sedangkan dalam Islam, ketentuan mengenai dilarangnya 
melakukan pemaksaan terhadap agama anak disesuaikan dengan Q.S. Al-
Baqoroh ayat 256. Namun Islam tidak mengatur secara jelas mengenai 
ketentuan hukum bagi orang yang melakukan pemaksaan terhadap agama 
anak. Al-Quran juga memperkuat adanya larangan pemaksaan dengan QS 
Al-Qashsa<sh ayat 56 yang menyatakan bahwa hidayah adalah milik Allah 
dan meskipun dengan pemaksaan apapun manusia tidak bisa memberikan 














































Pada dasarnya ketentuan mengenai hak anak dalam keluarga mengenai 
semuanya diatur secara jelas, komprehensif dan terperinci di dalam hukum 
positif. Adapun dalam hukum Islam, pengaturannya juga terperinci, namun 
keterangannya terpisah berdasarkan bidang-bidang tertentu.  
Salah satu persamaan di antara kedua hukum tersebut ialah seperti 
esensi dari direalisasikannya hak-hak anak adalah kepentingan terbaik anak (the 
best interest of the child), wajibnya orang tua memenuhi nafkah anak sesuai 
kemampuan dan tidak diperbolehkannya orang tua memaksa anaknya masuk 
agama yang tidak dikehendakinya. Adapun salah satu perbedaannya adalah 
sebagaimana hukum positif yang mendefinisikan anak lebih kepada aspek 
batasan usia, sedangkan hukum Islam mencakup aspek lain, yakni haid dan 
ih{tila<m. Dalam hak pemenuhan pendidikan anak, hukum positif mengatur bahwa 
hak pemenuhan pendidikan tidak boleh dilakukan dengan kekerasan, sedangkan 
dalam hukum Islam boleh dengan beberapa syarat. Dalam hak pemeliharaan 
ekonomi anak, hukum positif memerintahkan secara jelas bahwa orang tua wajib 
memberikan hak ekonomi anak sesuai kemampuannya, sedangkan dalam Islam 
terdapat perbedaan pendapat, hal ini disebabkan anak dibagi menjadi klasifikasi-
klasifikasi tertentu, seperti kaya, miskin, mampu bekerja dan tidak mampu 
bekerja.  
 



































Hasil analisa daripada komprasi kedua ketentuan tersebut disimpulkan 
bahwa hukum poisitif lebih mengacu pada aspek kebebasan dasar dan hak 
individu anak, mengingat lahirnya hukum positif juga mengacu pada hasil 
konvensi dan pemikiran global. Sedangkan dalam hukum Islam anak dianggap 
sebagai aset masa depan akhirat yang harus dijaga dan dirawat, sehingga boleh 
mengesampingkan aspek kebebasan dan hak inidvidu demi kepentingan terbaik 
anak di akhirat. 
 
B. Saran  
Seharusnya dilakukan sinkronisasi hukum positif di Indonesia antara 
ketentuan hukum yang satu dengan yang lain, sehingga dalam impelementasinya 
tidak terjadi masalah akibat tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan 
sebagaimana mengenai perbedaan definisi anak dan perbedaan batasan mandiri 
dalam Undang-undang perkawinan dan KHI.  Hukum positif seharusnya juga bisa 
mengambil intisari dari nilai-nilai dalam hukum Islam, tidak melulu 
mengagumkan kebebasan hak asasi anak. 
Hukum Islam juga seyogyanya dapat disesuaikan dengan keadaan 
zaman yang terjadi sekarang, salah satunya adalah realisasi perlindungan anak 
yang bukan hanya berpacu pada kepentingan masa depan anak, namun juga harus 
mementingkan hak individu anak. Seperti contoh mengganti hukuman pukul bagi 
anak yang tidak sholat dengan hukuman lain yang lebih bisa mendidik.  
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